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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :   229 K /  PDT.SUS /  2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H    A G U N G

memer iksa  perkara  Perse l i s i h an  Hubungan  Indus t r i a l  da lam 

t i ngka t  kasas i  te l ah  mengambi l  putusan  sebaga i  ber i ku t  da lam 

perkara  :

RUDIJANTO,  bera lamat  di  Perumahan  Ci t ra  

Garden  5  Blok  E2/21 ,  Pegadungan  Kal i de res ,  

Jakar t a  Bara t  ;

Pemohon Kasas i  dahu lu  Penggugat  ;

M E L A W A N  :

1. PT.  

DWIMITRA 

NUSANTARA 

SATRIA ;

2. PT.  

PLATINUM 

CERAMICS 

INDUSTRI  ;

Keduanya  berkedudukan  di  Ja lan  Mangga  Dua 

Raya  Blok  E  No.  4- 5  Kompleks  Ruko  Agung  

Sedayu,  Jakar ta  ;

Para  Termohon Kasas i  dahu lu  para  Tergugat  ;

Mahkamah Agung te rsebu t  ;

Membaca sura t - sura t  yang  bersangku tan  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  sura t - sura t  te rsebu t  te rnya ta  

bahwa  sekarang  Pemohon  Kasas i  dahu lu  Penggugat  te l ah  

menggugat  sekarang  para  Termohon  Kasas i  dahu lu  para  Tergugat  

d i  muka  pers i dangan  Pengadi l an  Hubungan  Indus t r i a l  pada  

Pengad i l an  Neger i  Jakar t a  Pusat  pada  pokoknya  atas  dal i l -

da l i l  :

1. Bahwa  sebe lum  gugatan  in i  d ia jukan ,  
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te r l eb i h  dahu lu  te lah  d i l akukan  upaya  

medias i  d i /o l eh  Kanto r  Suku  Dinas  Tenaga  

Ker ja  dan  Transmig ras i  Jakar ta  Pusat ,  

se lan ju t nya  disebu t  “Media to r ”  dan  oleh  

Media to r  te lah  dike lua rkan  Sura t  nomor  

2002/ - 1.835 .1  tangga l  8  Oktober  2009  

per i ha l  Anju ran ,  se lan ju t nya  disebu t  

“An ju ran ” ,  yang  Anju rannya  menganju rkan  

sebaga i  ber i ku t  (Buk t i  :  P- 1)  ;  

MENGANJURKAN :

a. Agar  pihak  Pengusaha  PT.  Dwimi t r a  Nuansa  

Sat r i a  melakukan  pemutusan  hubungan  ker j a  

kepada  peker j a  Sdr .  Rudi j an to  karena  

dikua l i f i k a s i k an  mengundurkan  di r i  sudah  

sesua i  dengan  keten tuan  Pasa l  168  ayat  (1 )  

Undang- Undang No.  13 Tahun 2003 ;  

b. Agar  masing- masing  pihak  member ikan  jawaban  

secara  te r t u l i s  atas  Anju ran  te rsebu t  d i  atas  

se lambat - Iambatnya  dalam  jangka  waktu  10 

(sepu luh )  har i  ker j a  sete lah  mener ima  Anju ran  

in i  dengan cata tan  ;  

- Apabi l a  sa lah  satu  p ihak  atau  para  

pihak  menolak  Anju ran ,  maka  para  

pihak  atau  sa lah  satu  p ihak  dapat  

mengajukan  gugatan  ke  Pengadi l an  

Hubungan  Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  

Neger i  Jakar ta  Pusat  dengan  tembusan  

ke Media to r  ;

Hubungan  Hukum Dan Tanggung  Jawab,  Peker j a  Menjad i  Korban  

Semena- Mena  Sis t im  Manajemen  Suka- Suka,  Peker j a  Menjad i  

Korban  St ruk tu r  Organ isas i  Perusahaan  Yang  Tidak  Je las  

Al ias  Campur  Aduk ;

2. Bahwa  ada lah  fak ta  yang  t i dak  bisa  

diban tah ,  Penggugat  (Peker j a )  d ipeker j akan  
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pada  dua  perusahaan  perseroan  te rba tas  

berbadan  hukum yang  berbeda  ya i t u  PT.  PCI  

(Terguga t  I I )  dan PT.  DNS (Terguga t  I )  ;

Bahwa upah  te rakh i r  Penggugat  se lama  beker j a  adalah  Rp 

13.390 .000 ,00  per  bu lan  ( t i ga  belas  ju ta  t i ga  ra tus  

sembi lan  puluh  r ibu  Rupiah  perbu lan )  (Buk t i  :  P- 1A) ,  

dengan  masa ker j a  2 (dua)  tahun  te rh i t ung  se jak  dar i  1  

Ju l i  2007 sampai  dengan  15 Ju l i  2009 ;

3. Bahwa secara  hukum ( l ega l  fo rma l )  Penggugat  

ada lah  te r i k a t  dan  hanya  mempunya i  hubungan  

ker j a  dengan  Tergugat  I I  (PT.  Pla t i num  

Ceramics  Indus t r y ,  “PT.  PCI” )  se jak  1  Ju l i  

2007  dan  dipeker j a kan  sebaga i  Regiona l  

Sales  Manager  berdasarkan  adanya  Per jan j i a n  

Ker ja  te r t angga l  19  Mei  2007  (Buk t i  :  P- 2)  

dan  te r j emahannya  (Buk t i  :  P- 3)  dan  hal  

mana  te lah  sesua i  dengan  keten tuan  hukum 

ketenagaker j aan  ya i t u  Undang- Undang  No.  13  

Tahun  2003  ten tang  Ketenagaker j aan  “Undang-

Undang  Ketenagaker j aan ”  Pasa l  50  junc to  

Pasal  1 angka  14 ;

4. Bahwa  secara  lega l  fo rma l  Penggugat  t i dak  

mempunyai  per j an j i a n  hubungan  ker j a  dengan  

Tergugat  I  (PT.  Dwimi t r a  Nuansa  Sat r i a ,  

“PT.  DNS”)  akan  te tap i  ada lah  fak ta  

Penggugat  oleh  Tergugat  I I  juga  

dipe rban tukan  beker j a  atau  dipeker j akan  

pada  Terguga t  I  dan dipe rban tukan  dalam hal  

in i  bukan  sebaga i  tenaga  ker j a  out  sourc i ng  

(V ide  Bukt i  :  P1 )  dan (Buk t i  :  P- 4)  ;

5. Bahwa  secara  lega l  fo rma l  Penggugat  t i dak  

mengetahu i  mengapa  dan  bagaimana  bisa  ada  

dua  perusahaan  perseroan  te rba tas  berbadan  

hukum yang  berbeda  ada dalam satu  managemen 

Hal .  3 dar i  61 hal .Pu t .No .  229 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia
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(? )  dan  Penggugat  t i dak  mengetahu i  

baga imana  hubungan  hukum  anta ra  PT.  PCI  

(Terguga t  I I )  dan PT.  DNS (Terguga t  I )  (? ) .  

Bahwa  Penggugat  da lam  hal  in i  ada lah  

seorang  peker j a  yang  s iap  beker j a  dan  

dipeker j akan  dan  bisa  dan  bersed ia  

dipe r i n t ahkan  beker j a  sama  dengan  pihak  

manapun ;

6. Bahwa  ada lah  fak ta  dan  te l ah  te r j ad i  

ke jangga lan  dalam  menangan i  perkara  

Perse l i s i h an  Hubungan  Indus t r i a l  in i  o leh  

Media to r .  Oleh  Media to r  Penggugat  te l ah  

di tempatkan  dan  bahkan  te lah  di te t apkan  

sebaga i  karyawan/peker j a  dar i  Terguga t  I  

(PT.  Dwimi t r a  Nuansa  Sat r i a ,  “PT.  DNS”)  

sebaga imana  te rcan tum  di  da lam  Anju rannya  

akan  te tap i  tanpa  menyebutkan  atau  tanpa  

ada dasar  hukumnya (? )  (V ide  Bukt i  :  P- 1)  ;

Bahwa s iapa  sebenarnya  yang  bisa  memutuskan  dan  s iapa  

yang  harus  ber tanggung  jawab  secara  hukum (bukan  suka-

sukanya  Pengusaha)  te rhadap  masalah  hukum  peker j a  

(Penggugat )  sehubungan  dengan  adanya  perkara  

perse l i s i h an  hubungan  indus t r i a l  in i  (? )  ;

7. Bahwa  se lama  Penggugat  beker j a ,  Penggugat  

t i dak  pernah  mengetahu i ,  d i j e l a s kan  atau  

dipe r l i h a t k an  atu ran  perusahaan  seh ingga  

Penggugat  t i dak  mengetahu i  hak  dan  

kewaj i bannya  di l ua r  per j an j i a n  ker j a  yang  

ada  dan  in i  sangat  merug ikan  Penggugat  

da lam  upaya  penye lesa ian  perkara  

perse l i s i h an  hubungan  indus t r i a l  in i ,  dan  

apakah  Tergugat  I I  atau  para  Tergugat  

mempunyai  Pera tu ran  Perusahaan  (??)  ;

Bahwa keten tuan  hukum mengatakan  set i ap  perusahaan  yang  
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mempeker jakan  peker j a  leb ih  dar i / a t au  min imal  10  

(sepu luh )  orang  waj ib  mempunyai  Pera tu ran  Perusahaan  dan  

pelanggaran  te rhadap  keten tuan  hukum  in i  d ikenakan  

sangs i  p idana  denda  maksimal  Rp  50.000 .000 ,00  ( l ima  

puluh  ju t a  Rupiah)  (V ide  Pasa l  108  junc to  Pasa l  114  

junc to  Pasa l  188 ayat  1 Undang- Undang Ketenagaker j aan )  ;

Penggugat  Di  PHK Bukan  Karena  Alasan  Mengundurkan  Di r i  Akan  

Tetap i  Oleh  Karena  Telah  Di  PHK Oleh  Tergugat  I i  Tanpa  

Alasan ,  Penggugat  Sepakat  Dan Setu ju  Mener ima  PHK Tergugat  

I I  Karena  Terguga t  I I  Ber jan j i  Akan  Member ikan  Hak- Hak PHK 

Penggugat  ;

Pemutusan  Hubungan  Ker ja  (PHK)  secara  de  fac to  sudah  

te r j ad i  sebe lum  tangga l  15  Ju l i  2009  dan/a tau  secara  

tegasnya  PHK efek t i f  ber laku  se jak  tangga l  15 Ju l i  2009 ;  

8. Bahwa Penggugat ,  sesungguhnya  te l ah  di  PHK 

secara  sep ihak  tanpa  alasan  pada  tangga l  22  

Jun i  2009  oleh  Tergugat  I I  mela lu i  

pember i t ahuan  secara  I i san  (mela lu i  te l epon  

dan langsung)  o leh  Sdr .  Wely  Santoso  se laku  

atasan  Penggugat  dan  juga  se laku  sen io r  

bus iness  deve lopment  atas  per in t ah  dar i  

Sdr i .  Err i awa t i  Tenggono  yang  d ikena l  

Penggugat  sebaga i  pemi l i k  PT.  PCI  (Terguga t  

I I )  Penggugat  mener ima  di  PHK sepan jang  

hak- hak  PHK  Penggugat  dipenuh i  o leh  

Tergugat  I I  dan  oleh  Sdr .  Wely  Santoso  

dika takan  hak- hak  Penggugat  akan  

dibe r i k an  ;

Adalah  konon  kabarnya  Sdr i .  Err i awat i  Tenggono  dikena l  

juga  sebaga i  owner  perusahaan  yang  ka lau  sudah  

mengeluarkan  per in t ah / i n s t r u k s i  t i dak  ada  satu  orangpun  

yang  bisa  membantah  atau  menolak ,  i t u l ah  yang  dia l ami  

atau  d i l aksanakan  oleh  Penggugat  sete lah  dinya takan  di  

PHK (V ide  Bukt i  :  P- 1 dan Vide  Bukt i  :  P- 4)  ;
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9. Bahwa  adalah  fak ta  pada  tangga l  15  Ju l i  

2009  PHK  te rhadap  Penggugat  yang  sudah  

disampaikan  pada  tangga l  22  Jun i  2009  

dipe r t egas  kembal i  secara  langsung  oleh  

Sdr .  Hadyanta  Atya  Kanta  yang  ber t i ndak  

se laku  COO (Ch ie f  Opera t i ng  Of f i ce r )  dar i  

PT.  PCI  (Terguga t  I I )  atas  per in t ah  Sdr .  

John  Kho  se laku  CEO  (Ch ie f  Execut i ve  

Of f i ce r )  PT.  PIC  (Terguga t  I I )  dan  seka l i  

in i  d isampaikan  dengan  tegas  dengan  

per i n t ah  untuk  t i dak  masuk  beker j a  lag i  

sama seka l i  karena  te l ah  resmi  di  PHK dan  

halmana  dibuk t i k an  dengan  te l ah  

dimat i kannya  atau  dipu tuskannya  (o f f l i n e )  

hubungan  konek t i ng  komputer  ker ja  pegangan  

Penggugat  se lama  beker j a  dengan  s is tem  

uni t - un i t  komputer  ker j a  mi l i k  perusahaan  

yang  ada  agar  t i dak  bisa  on l i ne  dengan  

data - data /dokumen  ker j a  dan  hal  mana  juga  

te l ah  dike tahu i  o leh  teman  Penggugat  satu  

kanto r  bernama  Sdr .  Fredy  dan  Sdr .  Wely  

Santoso  (V ide  Bukt i  :  P- 1 dan  Vide  Bukt i  :  

P- 4)  ;

10. Bahwa  adalah  fak ta  secara  de  fac to  

Penggugat  sudah  di  PHK,  dan  Penggugat  

legowo  mener ima  PHK  te rsebu t  meskipun  

alasan  PHK t i dak  je l as  karena  mengenai  hak-

hak  PHK  Penggugat  di j an j i k an  Sdr .  Wely  

Santoso  dan  Sdr .  Hadyanta  Atya  Kanta  past i  

d ibe r i k an  perusahaan  karena  PHK  bisa  

dise lesa i kan  secara  musyawarah  dan  mufaka t .  

Sebaga i  bukt i  kongkr i t  Penggugat  mener ima  

di  PHK,  maka  sesua i  dengan  per in t ah ,  

te rh i t ung  sete lah  tangga l  15  Ju l i  2009  
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Penggugat  t i dak  pernah  masuk  kanto r  lag i  

secara  fo rma l  atau  se laku  peker j a / pegawa i  

dan Penggugat  te l ah  t i dak  beker j a  lag i  pada  

para  Tergugat  khususnya  Tergugat  I I  a l i as  

te l ah  resmi  di  PHK (V ide  Bukt i  :  P- 1  dan 

Vide  Bukt i  :  P- 4)  ;

11. Bahwa  pada  har i  dan  tangga l - tangga l  

se lan ju t nya ,  per temuan- per temuan  anta ra  

Penggugat  dan  Terguga t  I I  (Terguga t  I I  

da lam  hal  in i  d iwak i l i  o leh  Sdr .  Hadyanto  

Atya  Kanta )  t i dak  pernah  lag i  membicarakan  

ten tang  PHK nya,  kecua l i  berb i ca ra  ten tang  

hak- hak  PHK te rhadap  Penggugat .  (V ide  Bukt i  

:  P- 1 dan Vide  Bukt i  :  P- 3)  ;

12. Bahwa  yang  mengetahu i  dan  menjad i  bukt i  

bahwa Penggugat  te l ah  di  PHK ada lah  orang-

orang  yang  memegang  peranan  pent i ng ,  

jaba tan  pent i ng  dan/a tau  ber t i ndak  se laku  

pimpinan  di  da lam  PT.  PCI  (Terguga t  I I ) .  

Dan saks i - saks i  yang  dimaksud  ada lah  orang-

orang  yang  nama- mananya  te rsebu t  atau  

disebu tkan  di  atas  anta ra  la i n  :  Sdr .  Wely  

Santoso ,  Sdr i .  Err i awa t i  Tenggono,  Sdr .  

Hadyanta  Atya  Kanta  dan  John  Kho  (V ide  

Pasal  164  Reglemen  Indones ia  Yang 

Diperbaharu i  “RIB”  dan  Pasa l  1866  Ki tab  

Undang- Undang  Hukum  Perdata ,  

“KUHPerdata ” )  ;

Penggugat  Menolak  Tawaran  Pesangon  Dar i  Tergugat  I I  Hanya  

Sebesar  3 x  Upah ;

Bipar t i t  Oleh  Penggugat  (peker j a )  ;

13. Bahwa pada tangga l  15 Ju l i  2009 Tergugat  I I  

(Terquqa t  I I  da lam  hal  in i  d iwak i l i  o leh  

Sdr .  Hadyanto  Atya  Kanta)  te lah  menawarkan  
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kompensas i  PHK te rhadap  Penggugat  pesangon  

1  x  upah  ( tanpa  dasar  hukum  al i as  

perh i t ungan  managemen  suka- suka)  dan 

Penggugat  menolaknya  ser ta  meminta  hak- hak  

PHK nya  sebesar  5  x  upah  +  15% (dasar  

perh i t ungan  :  pesangon  3  x  upah  dan  

penghargaan  masa  ker j a  2  x  upah  +  15%)  

sesua i  Undang- Undang  Ketenagaker j aan  Pasa l  

156  ayat  2 c  dan ayat  3 a + ayat  4 c ,  atas  

peno lakan  dan  permin taan  Penggugat  te rsebu t  

kemudian  Tergugat  I I  menawarkan  pesangon  

menjad i  3  x  upah  dan  Penggugat  menolaknya  

ser ta  te tap  meminta  hak- hak  PHK nya  sebesar  

5 x  upah + 15% atau  kongkr i t n ya  ada lah  ;

Bahwa ( i ) .  uang  pesangon  sesua i  keten tuan  Undang- Undang  

Ketenagaker j aan  Pasa l  156 ayat  2 c (3  bu lan  upah) ,  ( i i ) .  

uang  penghargaan  masa  ker j a  sesua i  keten tuan  Undang-

Undang Ketenagaker j aan  Pasa l  156 ayat  3 a (2  bu lan  upah)  

dan  ( i i i ) .   uang  penggant i an  hak  sesua i  keten tuan  

Undang- Undang Ketenagaker j aan  Pasa l  156 ayat  4 c ;  

a) Pesangon  + Penghargaan  Masa Ker ja  :

(3  + 2 x Rp 13.390 .000 ,00 ) =  Rp 

66.950 .000 ,00  ;

b) Penggant i an  Hak :

(15% x Rp 66.950 .000 ,00 )  =  Rp 

10.042 .500 ,00  ;

Tota l =  Rp 

76.992 .500 ,00  ;

( tu j uh  puluh  enam ju ta  sembi lan  ra tus  sembi lan  puluh  dua  

r i bu  l ima  ra tus  Rupiah)  ;

14. Bahwa Tergugat  I I  (da lam  hal  in i  d iwak i l i  

o leh  Sdr .  Hadyanto  Atya  Kanta )  pada  tangga l  

18  Ju l i  2009  memanggi l  Penggugat  dan  

Tergugat  I I  menawarkan  kembal i  pesangon  
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kepada  Penggugat  sebesar  3  x  upah  dan 

Penggugat  menolak  ser ta  meminta  hak- hak  PHK 

nya  sebesar  5  x  upah  +  15%  (dasar  

perh i t ungan  :  pesangon  3  x  dan  penghargaan  

masa ker j a  2 x  + 15%) sesua i  dengan  Undang-

Undang  Ketenagaker j aan  Pasa l  156  ayat  2  c  

dan  ayat  3 a + ayat  4 c  dan  p ihak  Tergugat  

I I  (da lam  ha l  in i  d iwak i l i  o leh  Sdr .  

Hadyanto  Atya  Kanta )  te tap  menolak  

permin taan  Penggugat  te r sebu t  dan  o leh  

karenanya  be lum  te rcapa i  kesepaka tan  

ten tang  hak- hak  PHK (bukan  ten tang  PHK nya)  

(V ide  Bukt i  :  P- 1 dan Vide  Bukt i  :  P- 4)  dan  

hal  in i  te l ah  membuat  Penggugat  menjad i  

st rees ,  akan  te tap i  negos ias i  membahas  hak-

hak  PHK  te rhadap  Penggugat  te tap  masih  

ber l angsung  te rus  sampai  dengan  bulan  

September  2009  (Buk t i  :  P- 5 dan  Bukt i  :  P-

6)  ;

15. Bahwa karena  belum te rcapa inya  kesepakatan  

ten tang  hak- hak  PHK  membuat  Penggugat  

menjad i  s t ress  dan  depres i .  Dan  untuk  i t u  

Penggugat  sudah  merencanakan  apabi l a  hak-

hak  PHK nya  t i dak  b isa  d ise lesa i kan  secara  

musyawarah  dan  mufaka t  (b ipa r t i t )  maka 

Penggugat  akan  membawa penye lesa ian  perkara  

hubungan  indus t r i a l  in i  mela lu i  ja l u r  

hukum.  Dan  hal  in i  d ibuk t i k an  Penggugat  

dengan  te l ah  menyerahkan  penye lesa ian  

perkara  perse l i s i h an  hubungan  indus t r i a l  

in i  kepada  kuasa  hukumnya dar i  kanto r  hukum 

Si tumorang ,  Sarag i  & Par tne rs  pada  tangga l  

29 Ju l i  2009 (Buk t i  :  P-  7)  ;

Bipar t i t  Oleh  Kuasa hukum Penggugat  ;
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16. Bahwa  kuasa  hukum Penggugat  pada  tangga l  

29Ju l i  2009  membuat  sura t  kepada  para  

Tergugat  dengan  maksud  untuk  dapat  

membicarakan  dan  menyelesa i kan  masalah  PHK 

te rhadap  Penggugat  secara  musyawarah  dan 

mufakat ,  akan  te tap i  n ia t  ba ik  te rsebu t  

t i dak  d i respon  secara  pos i t i f  o leh  para  

Tergugat  mela lu i  sura tnya  tangga l  20  

Agustus  2009  (Buk t i  :  P- 8  dan  Bukt i  :  P-

9)  ;

17. Bahwa,  ada lah  fak ta  yang  t i dak  te rban tahkan  

lamanya  atau  ber la ru t - la ru tnya  para  

Tergugat  (da lam  hal  in i  d iwak i l i  o leh  Sdr .  

Hadyanto  Atya  Kanta )  memutuskan  kompensas i  

hak- hak  PHK  te rhadap  Penggugat  ada lah  

karena  (a) .  t i dak  te r l epas  dar i  adanya  

pengaruh  ket i dak  je l asan  managemen 

organ isas i  (managemen  suka- suka) ,  (b ) .  

ket i dak  je l asan  hubungan  hukum anta ra  para  

Tergugat ,  sebaga i  ak iba t  adanya  dua  

perusahaan  perseroan  te rba tas  yang  berbadan  

hukum yang  mempeker jakan  Penggugat  dengan  

managemen  yang  berbeda ,  (c ) .  dan  adanya  

ke ing inan  dan  tanggung  jawab  hukum  yang  

berbeda  (PT.  DNS se laku  Tergugat  I  atau  PT.  

PCI  se laku  Tergugat  I I ) ,  contoh  bukt i  

ket i dak  je l asan  managemen  atau  adanya  

managemen suka- suka  ;   

Bahwa,  (a ) .  Sdr .  Hadyanto  Atya  Kanta  adalah  fak ta  

beker j a  sebaga i  COO dar i  Tergugat  I I  (PT.  PCI) ,  (b ) .  

akan  te tap i  d i  da lam sura t  Tergugat  I  (PT.  DNS) tangga l  

20 Agustus  2009  ( tanpa  kop  sura t )  yang  di tu j ukan  kepada  

kuasa  hukum  Penggugat ,  Sdr .  Hadyanto  Atya  Kar ta  

ber t i ndak  sebaga i  kuasa  dar i  Tergugat  I  (PT.  DNS) (V ide  
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Bukt i  :  P- 9)  dan  (c ) .  beg i t u  pu la  pada  saat  membuat  

Sura t  Keputusan  Mutas i  (SK Mutas i )  dan Sura t  Per inga tan -

3 (SP- 3) ,  Sdr .  Hadyanto  Atya  Kanta  seharusnya  ber t i ndak  

se laku  kuasa  PT.  PCI  (Terguga t  I I )  te tap i  adalah  fak ta  

Sdr .  Hadyanto  Atya  Kanta  ber t i ndak  se laku  kuasa  hukum 

Tergugat  I  (Buk t i  :  P- 10  dan  Bukt i  :  P11)  dan  (d) .  

beg i t u  pu la  pada  saat  melakukan  pangg i l an  sura t  tangga l  

28 Ju l i  2009  dan tangga l  31 Ju l i  2009,  seharusnya  sura t  

pangg i l an  dibua t  o leh  Tergugat  I I  dan  bukan  oleh  

Tergugat  I  dan  (e ) .  kekacauan  la i n  sura t  pemanggi l an  

tangga l  28Ju l i  2009  dan  tangga l  31  Ju l i  2009  d ibua t  d i  

atas  kop  sura t  Tergugat  I  akan  te tap i  sura t  d i tanda  

tangan i  o leh  COO dar i  PT.  PCI  (Terguga t  I I )  (? )  (Buk t i  :  

P-  12 dan Bukt i  :  P- 13)  ;

18. Bahwa ada lah  fak ta  Sdr .  Hadyanta  Atya  Kanta  

konon  ser i ng  mengaku  atau  ber t i ndak  

(ac t i ng )  se laku  kuasa  hukum 

perusahaan/d i r e ks i ,  tap i  t i dak  je l as  kuasa  

apa  dan  untuk  apa  (V ide  Pasal  1792  

(KUHPerdata )  dan  apa lag i  t i dak  pernah  

memper l i ha t kan /me lamp i r kan  sura t  kuasanya  

dan  hal  in i  je l as  d i l a r ang  atau  melanggar  

keten tuan  hukum perseoan  te rba tas  (V ide  :  

Pasal  103  Undang- Undang  No.   40  Tahun  2007  

ten tang  Perseroan  Terba tas )  ;

Sk- Mutas i  Dan  SP-3  Sudah  Tidak  Relevan  Lag i ,  Tidak  

Mempunyai  Leg i t imas i  Hukum ;

19. Pada  tangga l  18  Ju l i  2009  Penggugat  

dipangg i l  o lehTerguga t  I I  (da lam  ha l  in i  

d iwak i l i  o leh  Sdr .  Hadyanto  Atya  Kanta )  

kekanto r  dan  dikan to r  Penggugat  dibe r i k an  

sura t  keputusan  mutas i  ker j a  ke  Bandung  No.  

001/SKP/Di rA / I I / 2 009  tangga l  18  Ju l i  2009  

dan  juga  dibe r i kan  sura t  per inga tan  ke- 3 
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No.  001/DNS/Di rA / I I / 2 009  tangga l  18  Ju l i  

2009  yang  kedua  sura t  te rsebu t  d i  buat  dan  

di  tanda  tangan i  o leh  Sdr .  Hadyanto  Atya  

Kanta  se laku  kuasa  Tergugat  I  (V ide  Bukt i  :  

P- 10 dan Vide  Bukt i  :  P- 11)  ;

Penggugat  menolak  kedua  sura t  te rsebu t  bukan  karena  

Penggugat  membangkang  te tap i  karena  kedua  sura t  te rsebu t  

sudah  t i dak  re levan  lag i  dan  t i dak  mempunyai  leg i t imas i  

hukum dengan alasan  :  

a) Secara  lega l  fo rma l  yang  bisa  dan  berhak  untuk  

memutas i  Penggugat  te rmasuk  untuk  PHK  ada lah  

Tergugat  I I  (PT.  PC I )  dan  bukan  Tergugat  I  (PTDNS)  

atau  set i dak - t i daknya  atas  sepengetahuan  atau  se iz i n  

Tergugat  I I  ;  

b) Sdr .  Hadyanto  Atya  Kanta  mengetahu i  bahwa Penggugat  

te l ah  di  PHK o leh  PT.  PCI  (Terguga t  I I )  dan  t i dak  

beker j a  lag i  d i  PT.  PCI  (Terguga t  I I )  se jak  tangga l  

22  Jun i  2009  dan/a tau  secara  tegasnya  PHK efek t i f  

ber l aku  se jak  tangga l  15  Ju l i  2009  seh ingga  SP-3 

te r t angga l  18  Ju l i  2009  menjad i  t i dak  ada  ar t i n ya  

lag i  ;  

20. Bahwa peno lakan  Penggugat  tehadap  SK Mutas i  

dan  SP3  te rnya ta  te lah  membuat  para  

Tergugat  gerah ,  te rs i nggung ,  merasa  

di ten tang ,  merasa  d isepe lekan ,  merasa  t i dak  

diha rga i ,  merasa  t i dak  diho rmat i  lag i  

seper t i  pada  masa- masa  Penggugat  masih  

beker j a  du lu  ;

Siasa t  Para  Tergugat  Untuk  Merubah  PHK Tanpa  Alasan  Menjad i  

Ada Alasan  Dengan  Sebab  Baru  Dan Alasan  Baru ,  Siasa t  Para  

Tergugat  Untuk  Menghapuskan  Atau  Menghi l angkan  Hak- Hak  PHK 

Terhadap  Penggugat  ;

21. Bahwa  oleh  karena  ada lah  fak ta  ;  ( i ) .  

anta ra  Penggugat  dan  Tergugat  I I  be lum 
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menemukan kata  sepakat  mengena i  hak- hak  PHK 

(dan  bukan  mengena i  PHK nya  yang  sudah  

disepaka t i  dan  ber ja l an )  sebaga imana  te lah  

disampaikan  di  atas  dan  ( i i ) .  Penggugat  

te l ah  menolak  so lus i  a l t e rna t i f  berupa  

tawaran  ker j a  baru  da lam bentuk  mutas i  dan  

( i i i ) .  adalah  fak ta  Penggugat  t i dak  pernah  

lag i  kekanto r  untuk  beker j a  oleh  karena  

te l ah  di  PHK (bukan  karena  mengundurkan  

di r i ) ,  te l ah  membuat  para  Terguga t  

te rs i nggung ,  merasa  di ten tang ,  merasa  

disepe lekan ,  merasa  t i dak  diha rga i ,  merasa  

t i dak  d iho rmat i  lag i  seper t i  pada  masa- masa 

Penggugat  masih  beker j a  du lu ,  dan  ( i v ) .  

ada lah  fak ta  Penggugat  te tap  menolak  hak-

hak  PHK yang  sudah  di tawarkan  Tergugat  I I  

ya i t u  hanya  sebesar  3 x  upah.  Dan Penggugat  

te tap  meminta  sebesar  5 x  upah + 15% (dasar  

perh i t ungan  :  pesangon  3  x  upah  dan  

penghargaan  masa  ker j a  2  x  upah  +  15%)  

sesua i  dengan  Undang- Undang  Ketenagaker j aan  

Pasal  156  ayat  2  c  dan  ayat  3  a  +  ayat  4 

c ;

22. Bahwa oleh  karena  upaya  bipa r t i t  gaga l  dan  

para  Tergugat  d i t i n gka t  medias i  ( t r i p a r t i t )  

t i dak  mungkin  menggunakan  fak ta - fak ta  PHK 

yang  sudah  ada  karena  dapat  d ipas t i k an  

has i l n ya  akan  merug ikan  para  Tergugat ,  maka 

oleh  para  Terguga t  mela lu i  Terguga t  I  

d ibua t l ah  skenar i o  atau  rencana  PHK baru  

dengan  cara  melakukan  penya lahgunaan  

keadaan  (undue  in f l u ence )  te rhadap  

perse tu j uanPHK yang  te l ah  disepaka t i  anta ra  

Penggugat  dan  Terguga t  I I  mela lu i  skenar i o  
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penye ludupan  hukum  te rhadap  hukum  fo rma l  

ya i t u  Undang- Undang  Ketenagaker j aan  atau  

kata  la i nnya  menjad i kan  lega l  suatu  

perbua tan  yang  t i dak  lega l  sesua i  dan  

berdasarkan  ke jangga lan - ke jangga lan  sebaga i  

ber i ku t  ;  

a) Dengan  senga ja  merencanakan  pangg i l an  kepada  

Penggugat  sete lah  dike tahu i  fak ta  bahwa  Penggugat  

sudah  t i dak  masuk  leb ih  dar i  5  har i  dengan  tu j uan  

untuk  mengesankan  seo lah - o lah  Penggugat  masih  

beker j a  te tap i  t i dak  masuk  tanpa  alasan  dengan  

tu j uan  agar  te rpenuh i  unsur  fo rma l  Undang- Undang  

Ketenagaker j aan  Pasa l  168 ayat  1 ;  

b) Dengan  senga ja  membuat  sura t  pangg i l an  (pangg i l an  

per tama)  tangga l  28  Ju l i  2009  dan  d i l an j u t kan  sura t  

pangg i l an  kedua/ t e rakh i r  tangga l  31 Ju l i  2009 kepada  

Penggugat  (V ide  Bukt i  :  P- 12 dan  Vide  Bukt i  :  P- 13)  

untuk  mengesankan  seo lah - o lah  Penggugat  masih  

beker j a  dan  sudah  leb ih  5  har i  t i dak  masuk  beker j a  

tanpa  alasan  dan  perusahaan  ada  perha t i an  (ca re )  

karena  sudah  d ipangg i l  secara  patu t  dengan  tu juan  

agar  memenuhi  unsur  fo rma l  Undang- Undang 

Ketenagaker j aan  Pasa l  168 ayat  2 ;  

c) Dengan  senga ja  mengatakan  Penggugat  seo lah- olah  

t i dak  masuk  se jak  tangga l  20  Ju l i  sampai  dengan  

tangga l  8  Agustus  2009  tanpa  kabar  ber i t a  dengan  

tu j uan  agar  ada  dasar  perh i t ungan  leb ih  dar i  5 har i  

sesua i  dengan  Undang- Undang  Ketenagaker j aan  Pasa l  

168  ayat  1,  padaha l  d ike tahu i  o leh  para  Tergugat  

bahwa  ada lah  fak ta  Penggugat  secara  fo rma l  sudah  

t i dak  masuk se jak  tangga l  15 Ju l i  2009 sampai  dengan  

sete rusnya  dan  bukan  hanya  sampai  pada  tangga l  8 

Agustus  2009 ;  

23. Bahwa oleh  karena  Tuhan  Maha Adi l  Dan Maha 
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Kuasa,  skenar i o  te rsebu t  t i dak  sempurna  dan  

te rkacaukan  send i r i  o leh  karena  managemen 

organ isas inya  yang  t i dak  je l as  atau  campur  

aduk.  Adalah  seharusnya  (a ) ,  sura t  

pangg i l an  dibua t  o leh  Tergugat  I I  dan bukan  

oleh  Tergugat  I  karena  Penggugat  d i  PHK 

oleh  Terguga t  I I  dam kekacauan  la i n  ya i t u  

(b ) .  sura t  d ibua t  d i  atas  kop  sura t  

Tergugat  I  akan  te tap i  sura t  d i tanda  

tangan i  o leh  Hadyanto  Atya  Kanta  yang  

notabene  adalah  se laku  COO di  PT.  PCI  

(Terguga t  I I )  yang  pada  tangga l  15  Ju l i  

2009  te l ah  menyatakan  dengan  tegas  dan  

memer in tahkan  dengan  tegas  bahwa  Penggugat  

te l ah  di  PHK dan agar  Penggugat  t i dak  masuk  

beker j a  lag i  sama seka l i  karena  te l ah  resmi  

di  PHK (V ide  Bukt i  :  P- 4)  ;

Anju ran  Yang  Dike lua rkan  Media to r  Adalah  Tidak  Sah  Dan 

Cacat  Hukum (Er ro r  In  Subjec t ) ,  Tergugat  I  Tidak  Mempunya i  

Hak  Dan  Tidak  Berhak  Men- PHK-Kan  Penggugat ,  Pendapat  Dan 

Per t imbangan  Media to r  Banyak  Salahnya  Dan  Upaya  Yang 

Di lakukan  Tidak  Fai r  Dan Bukan Solus i  ;

Kesalahan  Per tama :

24. Adalah  fak ta  sebe lum  dan  se lama  medias i ,  

Media to r  la l a i  t i dak  melakukan  ver i f i k a s i  

dan k la r i f i k a s i  leb ih  lan ju t  yang  benar  dan  

te l i t i  te rhadap  syara t syara t  fo rma l  dan 

lega l  fo rma l  suatu  perusahaan  te rka i t  

dengan  kewenangan  dan  hubungan  hukum anta ra  

Pemohon  dengan  Termohon  (Peker j a )  da lam 

permohonan  pencata tan  perkara  perse l i s i h an  

hubungan  indus t r i a l  meskipun  te lah  

mengetahu i  ada  dua  perusahaan  perseroan  

te rba tas  berbadan  hukum yang  mempeker jakan  

Hal .  15 dar i  61 hal .Pu t .No .  229 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atau  yang  menjad i  tempat  Penggugat  

(Peker j a )  beker j a .  Tindakan  Disnaker  

Jakar t a  Pusat /Med ia to r  te tap  mener ima  

permohonan  pencata tan  perkara  perse l i s i h an  

hubungan  indus t r i a l  dan  te tap  melan ju t kan  

medias i  adalah  ber ten tangan  dengan  Undang-

Undang  PPHI  yang  in t i n ya  mengatakan  

penye lesa i an  perse l i s i h an  hanya  da lam  satu  

perusahaan  (V ide  :  Undang- Undang PPHI  Pasa l  

1 ayat  11 junc to  Pasa l  1 ayat  12 dan Vide  :  

Undang- Undang  Ketenagaker j aan  Pasa l  1  ayat  

15)  ;

Bahwa secara  hukum ( l ega l  fo rma l )  p ihak  yang  seharusnya  

ber t i ndak  se laku  Pemohon  dalam  permohonan  pencata tan  

perkara  perse l i s i h an  indus t r i a l  ada lah  Terguga t  I I  dan  

bukan  Terguga t  I  karena  Penggugat  t i dak  punya  per jan j i a n  

hubungan  ker ja  dengan  Tergugat  I  (V ide  Bukt i  :  P- 3 dan  

Vide  Bukt i  :  P- 4)  ;

Bahwa  menuru t  Undang- Undang  Ketenagaker j aan  Pasa l  50  

junc to  Pasa l  1  ayat  14,  Tergugat  I I  adalah  pihak  satu -

satunya  yang  mempunya i  hak  dan  berhak  untuk  melakukan  

PHK te rhadap  Penggugat  dan bukan  Tergugat  I  ;

Kesalahan  Kedua :

25. Media to r  sudah  dibe r i t a hukan  bahwa  secara  

lega l  fo rma l ,  Penggugat  t i dak  ada  mempunya i  

per j an j i a n  hubungan  ker j a  dengan  Tergugat  I  

(PT.  Dwimi t r a  Nuansa  Sat r i a ,  “PT.  DNS”)  

meskipun  Penggugat  diperban tukan  beker j a  

atau  dipeker j akan  pada  Tergugat  I  Hal  in i  

te l ah  disampaikan  Penggugat  mela lu i  kuasa  

hukumnya  kepada  pihak  Media to r  (D isnaker  

Jakar t a  Pusat )  pada  saat  proses  medias i  

te rmasuk  mela lu i  sura tnya  te r t angga l  17 

September  2009  (V ide  Bukt i  :  P- 4) ,  akan  
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te tap i  d iaba i kan  o leh  pihak  Media to r  dan  

hal  in i  te l ah  merug ikan  Penggugat  dan  ha l  

in i  juga  ber ten tangan  dengan  Undang- Undang  

PPHI  yang  in t i n ya  mengatakan  perkara  

penye lesa i an  perse l i s i h an  hubungan  

indus t r i a l  hanya  da lam  satu  perusahaan  

(V ide  :  Undang- Undang  PPHI  Pasal  1  ayat  11 

dan ayat  12 )  ;

Kesalahan  Ket iga  :

26. Bahwa  berdasarkan  fak ta - fak ta  yang  ada  

Media to r  sam  a  seka l i  t i dak  berupaya  

menggal i  dan  mencar i  tau  apa  sesungguhnya  

yang  mela ta rbe lakang i  te r j ad i n ya  perkara  

perse l i s i h an  hubungan  indus t r i a l  in i  secara  

adi l  dan  ber imbang  dan  t i ndakan  Media to r  

t i dak  melakukan  penda laman  dan  cendrung  

hanya  mendengarkan  kete rangan  perusahaan  

secara  fo rma l i t a s  te l ah  merug ikan  Penggugat  

dan  hal  te rsebu t  ber ten tangan  dengan  

Undang- Undang  PPHI  Pasal  11  ayat  1  yang  

te l ah  member i  kewenangan  kepada  Media to r  

untuk  menggal i  dan  mencar i  tau  dengan  cara  

memanggi l  saks i  untuk  dimin ta  kete rangannya  

dan  bahkan  diber i  kewenangan  membuka  buku  

dan  meminta  dipe r l i h a t k an  sura t - sura t  yang  

dianggap  per lu  ;

Kesalahan  Keempat  :

27. Bahwa  di  dalam  Anju rannya ,  Media to r  sama 

seka l i  t i dak  ada  mengeluarkan  pendapatnya  

dan  per t imbangannya  te rka i t  dengan  adanya  

fak ta  bahwa  ada  dua  perusahaan  perseroan  

te rba tas  berbadan  hukum yang  mempeker jakan  

atau  yang  menjad i  tempat  Penggugat  

(Peker j a )  beker j a  ya i t u  PT.  DNS dan PT.  PCI  
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;

28. Bahwa di  dalam  Anju rannya  hal  6,  Media to r  

mengatakan  t i dak  ada  fak ta  secara  te r t u l i s  

bahwasanya  pihak  pengusaha  te l ah  melakukan  

PHK secara  sep ihak  te rhadap  peker j a  adalah  

benar ,  karena  PHK d i l akukan  secara  l i s an ,  

yang  t i dak  benar  ada lah  per tanyaannya ,  

seharusnya  per tanyaan  te rsebu t  d i t anyakan  

kepada  yang  melakukan  PHK,  mengapa  PHK 

di l akukan  secara  l i s an  ?  apakah  fak ta  atau  

bukt i  hanya/ha rus  dalam bentuk  te r t u l i s  dan  

apakah  ada  fak ta - fak ta  la i n  ?  jawabannya  

ada.  Adalah  merupakan  kesa lahan  dar i  

Media to r  karena  t i dak  berusaha  menggal i  

fak ta - fak ta  la i n  yang  ada  leb ih  jauh  dan  

bahkan  Media to r  te l ah  mengabaikan  fak ta -

fak ta  la i n  yang  te lah  disampaikan  oleh  

Penggugat  mela lu i  kuasa  hukumnya  dan  juga  

ada lah  kesa lahan  atau  kesenga jaan  Media to r  

untuk  t i dak  mau memanggi l  saks i  atau  t i dak  

menggunakan  kewenangan  dan  haknya  yang  

sudah  dibe r i k an  berdasarkan  Undang- Undang 

PPHI  untuk  mendapatkan  fak ta - fak ta  la i nnya  

mela lu i  kete rangan  saks i - saks i  untuk  

memast i kan  Penggugat  te l ah  d i  PHK secara  

sep ihak  sebe lum  tangga l  15  Ju l i  2009  

(V ide  :  Undang- Undang PPHI  Pasal  11 ayat  1)  

dan (V ide  Bukt i  :  P- 4)  ;

29. Bahwa ada  apa  dengan  Media to r  (? )  d i  da lam 

Anju ran  khususnya  pada  bag ian  kete rangan  

pihak  pengusaha,  t i dak  ada satu  ka l ima t  pun  

dar i  para  Tergugat / pengusaha  yang  

membahas/menje laskan  atau  membantah  atau  

melakukan  k la r i f i k a s i  atas  kete rangan-

Hal .  18 dar i  61 hal .Pu t .No .  229 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kete rangan  yang  te l ah  disampaikan  oleh  

Penggugat  seper t i  :  

a) Apakah  benar  bahwa  Penggugat  beker j a  atau  

dipeker j akan  pada  dua  perusahaan  perseroan  te rba tas  

berbadan  hukum yang  berbeda  ;  

b) Apa hubungan  hukum Tergugat  I I  dengan Terguga t  I  ;

c) Apakah  benar  Penggugat  hanya  mempunya i  hubungan  

ker j a  berdasarkan  per jan j i a n  ker j a  dengan  Tergugat  

I I  ;

d) Apakah  benar  Penggugat  te l ah  d i  PHK secara  sep ihak  

pada/dan  efek t i f  t i dak  masuk  lag i  te rh i t u ng  tangga l  

15 Ju l i  2009 ;

e) Apakah  benar  anta ra  Tergugat  I I  dan  Penggugat  te lah  

sepakat  ten tang  PHK nya,  dan apakah  benar  yang  belum 

sepakat  ada lah  ten tang  hak- hak  PHK nya ;

f) Apakah  benar  Tergugat  I I  menawarkan  pembayaran  hak-

hak  PHK Penggugat  sebanyak  3  x  upah  ?  dan  apakah  

benar  Penggugat  meminta  5 x upah + 15% ? ;

g) dan sete rusnya  (mas ih  banyak  lag i )  ;

30. Apakah  menuru t  hukum PHK secara  I i san  t i dak  

sah  ?  Bahwa  menuru t  Undang- Undang 

Ketenagaker j aan  Pasa l  51  ayat  1  per jan j i a n  

ker j a  b isa  di l akukan  secara  te r t u l i s  atau  

bisa  juga  secara  l i s an ,  beg i t u  juga  log i ka  

hukumnya  bahwa kesepaka tan  PHK bisa  te r j ad i  

dengan  t i dak  se la l u  harus  te r t u l i s  atau  

menjad i  sah  apab i l a  di l akukan  secara  

te r t u l i s  atau  ada  bukt i  te r t u l i s .  Adalah  

fak ta  da lam  perkara  in i ,  per i ka t an  anta ra  

Penggugat  dan  Terguga t  I I  te rka i t  dengan  

PHK didapa t  karena  anta ra  kedua  pihak  te lah  

sepakat  atau  menyatakan  perse tu j uannya  

te rhadap  PHK  dan  dasar  hukumnya  ada lah  

Pasal  1233  KUHPerdata  dan  ala t  bukt i nya  
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ada lah  bukt i  saks i - saks i  sebaga imana  dia tu r  

d i  da lam  Pasa l  1866  KUHPerdata  dan  Pasal  

164 RIB ;

Bahwa,  pihak  Media to r  sudah  mengetahu i  ada  kesepaka tan  

l i s an  mengenai  PHK,  maka  Media to r  seharusnya  t i dak  

mempersoa lkan  PHK  nya  lag i  akan  te tap i  seharusnya  

memedias i  mengenai  persoa lan  hak- hak  PHK yang  belum 

disepaka t i  anta ra  pengusaha  dan  peker j a  (mohon  l i ha t  

po in  10  dan  11  dalam  gugatan  in i ) ,  dan  hal  in i  

d ican tumkan  send i r i  o leh  Media to r  d i  dalam  Anju rannya  

halaman  5  akan  te tap i  mengapa  t i dak  di t i n dak  lan ju t i  

o leh  Media to r  (? )  ;

31. Bahwa  di  dalam  Anju rannya  Media to r  

menaps i r kan /menu l i s  Pasal  UndangUndang 

t i dak  secara  utuh ,  te rka i t  dengan  Undang-

Undang  Ketenagaker j aan  Pasa l  151  ayat  3 

junc to  Pasa l  155  ayat  1,  Media to r  

mengatakan  yang  in t i n ya  pengusaha  hanya  

dapat  melakukan  PHK  sete lah  mempero leh  

penetapan  dar i  lembaga  penye lesa ian  

perse l i s i h an  hubungan  indus t r i a l ,  ada lah  

benar ,  dengan  cata tan  hanya  ber laku  apab i l a  

anta ra  pihak  berperka ra  t i dak  te rcapa i  

kesepaka tan ,  dan  se lan ju t nya  pendapat  

Media to r  menjad i  t i dak  benar  karena  menuru t  

Undang- Undang  Ketenagaker j aan  Pasa l  151  

ayat  3  juga  dika takan ,  ka lau  te rcapa i  

kesepaka tan  atau  perse tu j uan  hal  penetapan  

dar i  lembaga  perse l i s i h an  hubungan  

indus t r i a l  menjad i  t i dak  dipe r l u kan  dan  

hanya  waj ib  dida f t a r kan  (V ide  Undang- Undang  

PPHI  Pasal  6 ayat  3 junc to  Pasal  13 ayat  1)  

;

Kesalahan  Kel ima  :
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32. Bahwa Seanda inya  (quad  non)  Penggugat  benar  

mengundurkan  di r i  dan  mengetahu i  secara  

sadar  ada  kosekwens i  hukum  apabi l a  

mengundurkan  di r i ,  maka untuk  apa  Penggugat  

repo t - repo t  mengeluarkan  b iaya  memakai  

kuasa  hukum ? untuk  apa Penggugat  melakukan  

per l awanan  te rhadap  para  Tergugat  dan  

Media to r  ?  dan  untuk  apa  Penggugat  menolak  

Anju ran  dan  membuang  waktu  melakukan  

gugatan  hukum  PPHI  te rhadap  para  

Tergugat  ? ;  

Kesalahan  Keenam :

33. Bahwa Penggugat  t i dak  merespon  per iha l  SK 

Mutas i  dan SP-3 o leh  karena  Penggugat  sudah  

di  PHK dan sura t - sura t  te rsebu t  sa lah  pihak  

atau  er ro r  in  persona  atau  

disqua l i f i c a t o i r e  dan  semua  hal  in i  te l ah  

Penggugat  je l askan  secara  deta i l  pada  poin  

19 di  da lam gugatan  in i  ;

34. Bahwa te rka i t  mengapa  sura t  pangg i l an  (2x )  

t i dak  masuk  leb ih  dar i  5  har i  t i dak  

di tanggap i  pos i t i f  o leh  Penggugat  ?  bahwa 

se la i n  karena  sudah  t i dak  ada  re levans inya  

ada lah  karena  mot i f  sura tnya  ;  

a) Bahwa para  Terguga t  megetahu i  Penggugat  sudah  d i  PHK 

dan secara  fo rma l  sudah  t i dak  masuk se jak  tangga l  15  

Ju l i  2009 ;

b) Para  Tergugat  sebenarnya  mengetahu i  a lasan  mengapa  

Penggugat  t i dak  masuk  dan  kenapa  disu ra t i  dengan  

kepura - puraan  seo lah- olah  t i dak  mengetahu i  a lasannya  

ada lah  keran  ada mot i f  la i nnya  ;  

c) Bahwa mot i f  sura t  te rsebu t  ada lah  sebuah  skenar i o ,  

o leh  karena  Tuhan Maha Adi l  Dan Maha Kuasa,  skenar i o  

te rsebu t  t i dak  sempurna  dan te rkacaukan  send i r i  o leh  
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karena  managemen organ isas inya  yang  t i dak  je l as  atau  

campur  aduk.  Seharusnya  ( i ) .  sura t  d ibua t  o leh  

Tergugat  I I  dan  bukan  o leh  Tergugat  I  dan  kekacauan  

la i n  ya i t u  ( i i ) .  sura t  d ibua t  d i  atas  kop  sura t  

Tergugat  I  dan  d i t anda  tangan i  o leh  Hadyanto  Atya  

Kanta  yang  notabene  adalah  se laku  COO di  PT.  PCI  

(Terguga t  I I )  yang  pada  tangga l  15  Ju l i  2009  te lah  

menyatakan  dengan  tegas  Penggugat  te l ah  d i  PHK dan  

memer in tahkan  dengan  tegas  agar  Penggugat  t i dak  

masuk beker j a  lag i  sama seka l i  karena  te lah  resmi  d i  

PHK ;

d) Bahwa  untuk  leb ih  je l asnya  mengena i  mot i f  dan  

skenar i o  yang  d imaksud  mohon dapat  d i l i h a t  pada poin  

21,  22 dan 23 dalam gugatan  in i  ;

35. Bahwa  te rka i t  Penggugat  di  PHK  karena  

dikua l i f i k a s i k an  mengundurkan  di r i  sesua i  

Undang- Undang  Ketenagaker j aan  Pasa l  168  

ayat  1  ada lah  t i dak  benar ,  Media to r  te l ah  

dipe ra l a t  atau  memang  senga ja  masuk  atau  

iku t  da lam  skenar i o  para  Tergugat .  Adalah  

fak ta  Pasa l  168  ayat  1  ada lah  kendaraan  

para  Tergugat  untuk  melakukan  skenar i o  

penye ludupan  hukum  fo rma l  Undang- Undang 

Ketenagaker j aan  dengan  penya lahgunaan  

s i t uas i  yang  ada  ya i t u  untuk  merubah  fak ta  

PHK yang  sudah  ada sebe lumnya  yang  notabene  

fak ta  PHK te rsebu t  ka lau  dipe rgunakan  di  

medias i  t i dak  akan  menguntungkan  pengusaha  

dar i  s is i  Undang- Undang  Ketenagaker j aan ,  

apa lag i  ada lah  fak ta  mengenai  hak- hak  PHK 

(bukan  mengenai  PHK  nya)  t i dak  bisa  

dise lesa i kan  secara  bipa r t i t  karena  t i dak  

ada  kesepaka tan  (un tuk  leb ih  je l as  mohon 

di l i h a t  pen je l asan  Penggugat  pada  poin  ke  
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21,  22 dan 23 dalam gugatan  in i )  ;

36. Bahwa untuk  kebenaran  hukum te rka i t  dengan  

Undang- Undang  Ketenagaker j aan  Pasa l  168  

ayat  3,  Media to r  te l ah  sa lah  menaps i r kan  

keten tuan  hukum,  keten tuan  hukum 168 ayat  3 

sudah  je l as  menyatakan  hak  peker j a  ada lah  

berhak  mener ima  sesua i  keten tuan  Undang-

Undang  Ketenagaker j aan  Pasa l  156  ayat  4 

apab i l a  te rka i t  dengan  Undang- Undang 

Ketenagaker j aan  Pasa l  168 ayat  4;

Bahwa yang  te rka i t  dengan  Undang- Undang  Ketenagaker j aan  

Pasal  156 ayat  4 (c )  yang  berhak  mener ima  ada lah  peker j a  

yang  sudah  memenuhi  syara t  mendapatkan  dasar  perh i t ungan  

haknya  berdasarkan  hi t ungan  pesangon  dan/a tau  

penghargaan  masa  ker j a  atau  kata  la i nnya  peker j a  yang  

berhak  mendapat  ada lah  peker j a  yang  t i dak  mendapat  

pesangon  dan/a tau  penghargaan  masa  ker ja  akan  te tap i  

memenuhi  syara t  mendapatkan  haknya  sebesar  15% yang  

dih i t ung  dar i  perh i t ungan  pesangon  dan/a tau  penghargaan  

masa ker j a  yang  t i dak  dapat  d i te r imanya  al i as  hi l ang  ;

Berdasarkan  fak ta - fak ta  dan  a lasan- a lasan  te rsebu t  d i  

atas ,  Penggugat  mohon  agar  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa ,  

mengadi l i  dan  memutuskan  perkara  in i  member ikan  putusan  

sebaga i  ber i ku t  :  

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;  

2. Menyatakan  Tergugat  I  (PT.  Dwimi t r a  Nuansa  Sat r i a ,  

“PT.  DNS”)  t i dak  berhak  dan  t i dak  mempunyai  hak  untuk  

melakukan  PHK te rhadap  Penggugat  ;  

3. Menyatakan  Tergugat  I I  (PT.  Pla t i num  Ceramics  

Indus t r y ,  “PT.PCI ” )  ada lah  pihak  yang  mempunyai  hak  

dan berhak  untuk  melakukan  PHK te rhadap  Penggugat  ;

4. Menyatakan  dan/a tau  menetapkan  Tergugat  I I  (PT.PCI )  

te l ah  melakukan  Pemutusan  Hubungan  Ker ja  (PHK)  

te rhadap  Penggugat  secara  sep ihak  tanpa  alasan  ;
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5. Menyatakan  dan  menetapkan  hubungan  ker j a  anta ra  

Tergugat  I I  dan Penggugat  putus  karena  PHK ;

6. Menyatakan  dan  menetapkan  Penggugat  berhak  untuk  te tap  

mendapatkan  gaj i  pada  bulan  Agustus ,  September ,  dan  

Oktober  2009 sampai  an ju ran  PHK dike lua rkan  ;

7. Menyatakan  dan/a tau  menetapkan  Penggugat  berhak  untuk  

mendapatkan  haknya  sesua i  dengan  keten tuan  Undang-

Undang  Ketenagaker j aan  Pasa l  156  ayat  1  berupa  :  

pesangon,  uang  penghargaan  masa  ker j a  dan  uang  

penggant i an  hak  ;

8. Menghukum Tergugat  I I  (PT.PCI )  untuk  waj ib  membayar  

kepada  Penggugat  :  ( i ) .  Uang Pesangon  sesua i  keten tuan  

Undang- Undang  Ketenagaker j aan  Pasa l  156  ayat  2  c  (3  

bu lan  upah) ,  ( i i ) .  Uang  Penggant i an  Hak  sesua i  

keten tuan  Undang- Undang  Ketenagaker j aan  Pasa l  156  ayat  

4 c  dan  ( i i i ) .  Upah yang  be lum d ibayar  sampai  Anju ran  

PHK dike lua rkan  ;

(a ) Pesangon  + Penghargaan  Masa Ker ja  ;

(3  + 2 x Rp 13.390 .000 ,00 ) =  Rp 

66.950 .000 ,00  ;

(b ) Penggant i an  Hak ;

(15% x Rp 66.950 .000 ,00 ) =  Rp 

10.042 .500 ,00  ;

(c ) Upah yang be lum dibayar  sampai  PHK=  Rp 

40.170 .000 ,00  ;

(Agus tus ,  September ,  dan Oktober  2009)  ;

Tota l =  Rp 

117.162 .500 ,00  ;

Atau  j i k a  Maje l i s  Hakim  Yang  Mul ia  berpendapa t  la i n  mohon 

putusan  yang  sead i l - ad i l nya  (Ex  Aequo Et  Bono)  ;

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  te rsebu t ,  para  Tergugat  

te l ah  mengajukan  Ekseps i  pada pokoknya  sebaga i  ber i ku t  :  

Ekseps i  Tergugat  I  :

1. Gugatan  Penggugat  Kabur  (Obscuur  L ibe l )  ;
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- Gugatan  Penggugat  Kabur  (Obscuur  L ibe l )  dengan  

alasan- alasan  sebaga i  ber i ku t  :

- Gugatan  a  quo  te l ah  mencampur  adukkan  anta ra  

Perse l i s i h an  Hak  dengan  Perse l i s i h an  Pemutusan  

Hubungan  Ker ja ,  adapun  Perse l i s i h an  Hak 

dimaksud  sebaga imana  pos i t a  gugatan  No.  6  yang  

memper tanyakan  mengena i  sta tus  hukum  peker j a  

dan  pos i t a  gugatan  No.  7  yang  mempermasa lahkan  

ten tang  Pera tu ran  Perusahaan .  Padaha l  an ju ran  

te r t u l i s  media to r  ada lah  ten tang  perse l i s i h an  

pemutusan  hubungan  ker ja  dan bukan  perse l i s i h an  

hak  ;

Adanya  per ten tangan  anta ra  pos i t a  dan  pet i t um  gugatan  a  

quo.  Dimana  pada  pos i t a  gugatan  No.  8  disa tu  s is i  

mendal i l k an  bahwa Penggugat  te l ah  dipu tus  hubungan  ker ja  

secara  sep ihak  tanpa  a lasan  pada  tangga l  22  Jun i  2009  

te tap i  pada  s is i  yang  la i n  di  atas  pos i t a  No.  8 

Penggugat  mendal i l k an  pemutusan  hubungan  ker j a  efek t i f  

ber l aku  se jak  tangga l  15  Ju l i  2009.  Sehingga  dengan  

demik ian  ada per ten tangan  mengenai  da l i l  Penggugat  da lam 

pos i t anya  mengenai  tangga l  d i l akukannya  Pemutusan  

Hubungan Ker ja  pada gugatan  a quo.  Per ten tangan  te rsebu t  

menyebabkan  gugatan  Penggugat  menjad i  kabur  (obscuur  

l i be l )  dan oleh  karenanya  secara  hukum gugatan  Penggugat  

harus  dinya takan  di to l ak  atau  set i dak - t i daknya  

dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  (n ie t  ontvanke l i j k e  

verk l aa rd )  ;

Ekseps i  Tergugat  I I  :

1. Gugatan  Penggugat  Erro r  in  Persona  ;

- Bahwa gugatan  yang  di tu j u kan  pada  Tergugat  I I  

ada lah  Erro r  in  Persona  karena  berdasarkan  

keten tuan  Pasa l  1  but i r  15  jo .  Pasa l  50  & 

Pasal  51  ayat  (1 )  Undang- Undang  No.  13  Tahun  

2003  ten tang  Ketenagaker j aan  hubungan  ker ja  
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anta ra  Penggugat  hanya  dengan  PT.  Dwimi t r a  

Nuansa  Sat r i a  (Terguga t  I ) .  Fakta  secara  de  

fac to  dan de ju re  in i  dapat  d ibuk t i k an  mela lu i  

:

• Sura t  No.  024/RSM/DNS/ I I / 08 ,  tangga l  

29 Februar i  2008 ;

• Sura t  No.  030/RSM/DNS/ I I / 08 ,  tangga l  

29 Februar i  2008 ;

• Sura t  No.  48/ IX /RSM/DNS/08,  tangga l  8 

September  2008 ;

• Sura t  No.  50/RSM-DNS/ IX /08 ,  tangga l  22 

September  2008 ;

(Copy  Bukt i  TI I  -  1,  te r l amp i r ) ;

Berupa  sura t - sura t  yang  di tanda  tangan i  o leh  Rudi j an to  

(Penggugat )  da lam  kedudukannya  sebaga i  Regiona l  Sales  

Manager  PT.  Dwimi t r a  Nuansa  Sat r i a  (Terguga t  I )  dan  

bukan  sebaga i  peker j a  yang  mempunyai  hubungan  ker j a  

dengan PT.  Pla t i um  Ceramics  Indus t r y  (Terguga t  I I I )  ;

Bahwa  fak ta  hukum  yang  tak  te rban tahkan  apab i l a  

Penggugat  t i dak  mempunyai  hubungan  ker j a  dengan  Tergugat  

I I  ada lah  mela lu i :

- Bukt i  Pemotongan  Pajak  Penghas i l an  Pasa l  21  

bag i  Pegawai  Tetap  Tahun  2009  atas  nama 

Penggugat  yang  beker j a  di  PT.  Dwimi t r a  Nuansa 

Sat r i a  (Terguga t  I ) ,  sebaga imana  copy  bukt i  

TI I - 2,  te r l amp i r  ;

Sehingga  dengan  demik ian  te l ah  je l as  dan te rbuk t i  apab i l a  

gugatan  Penggugat  Erro r  in  Persona  dan  te rhadap  gugatan  

yang  demik ian  secara  hukum harus  d inya takan  t i dak  dapat  

d i te r ima  (n ie t  onvantke l i j k e  verk l aa rd )  ;

2. Gugatan  Penggugat  Erro r  in  Objec to  ;

- Bahwa  se lan ju t nya  gugatan  Penggugat  yang  

di tu j ukan  pada  domis i l i  hukum Terguga t  I I  d i  

Mangga Dua Raya Blok  E,  No.  4- 5,  Kompleks  Ruko 
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Agung,  Sedayu,  Jakar t a  adalah  Erro r  In  

Objec to .  Hal  in i  d idasarkan  pada  Akta  No.  39,  

tangga l  17  Maret  2008  dan  Sura t  Kete rangan  

Domis i l i  Perusahaan  No.  

500/B /402 /436 .9 . 1 . 1 / 2008 ,  tangga l  10 September  

2008 dan Kelu rahan  Embong Kal i as i n  (cppy  bukt i  

TI I - 3a dan TI I - 3b,  te r l amp i r )  yang  menje laskan  

bahwa  domis i l i  hukum  PT.  Pla t i num  Ceramics  

Indus t r y  (Terguga t  I I )  adalah  d i  Ja lan  

Pangl ima  Sudi rman  No.  23- 25,  Surabaya  dan  

bukan  bera lamat  di  Mangga Dua Raya Blok  E,  No.  

4- 5  Kompleks  Ruko  Agung  Sedayu,  Jakar t a  

seper t i  da lam  gugatan  a  quo.  Sehingga  dengan  

demik ian  gugatan  Penggugat  adalah  Erro r  In  

Objec to  ;

3. Gugatan  Penggugat  Cacat  Formal  ;

- Bahwa  gugatan  Penggugat  da lam  perkara  a  quo  

ten tang  penye lesa ian  perkara  hubungan  

indus t r i a l  t i dak  memenuhi  syara t  fo rma l  sesua i  

dengan  keten tuan  Pasa l  83  ayat  (1 )  Undang-

Undang  No.  2  Tahun  2004  ten tang  Penye lesa ian  

Perse l i s i h an  Hubungan  Indus t r i a l .  Oleh  karena  

yang  mengajukan  pencata tan  perse l i s i h an  

hubungan  indus t r i a l  yang  berupa  perse l i s i h an  

pemutusan  hubungan  ker ja  in i  ada lah  PT.  

Dwimi t r a  Nuansa  Sat r i a  (Terguga t  I )  kepada  

ins tans i  yang  ber tanggung  jawab  di  b idang  

ketenagaker j aan ,  ya i t u  Suku Dinas  Tenaga Ker ja  

& Transmig ras i  Kota  Admin is t r a s i  Jakar ta  Pusat  

Pemer in tah  Prop.  Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar t a  

mela lu i  sura t  No.  01/HRGA-DNS/VI I I / 2 009 ,  

tangga l  24  Agustus  2009  (copy  bukt i  TI I - 4,  

te r l amp i r )  seh ingga  kemudian  ke lua r  an ju ran  

te r t u l i s  No.  2002/1 .835 .1 ,  tangga l  8  Oktober  
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2009  (copy  bukt i  TI I - 5,  te r l amp i r )  yang  para  

pihak  dalam  perse l i s i h an  pemutusan  hubungan  

ker j a  in i  adalah  PT.  Dwimi t r a  Nuansa  Sat r i a  

(Terguga t  I )  dan  Rudi j an to  (Penggugat ) .  Dan 

PT.  Pla t i num  Ceramics  Indus t r y  (Terguga t  I I )  

t i dak l ah  menjad i  para  pihak  dalam  proses  

medias i  anta ra  Penggugat  dan Tergugat  I I  be lum 

pernah  d i l akukan .  Sehingga  gugatan  Penggugat  

yang  juga  menggugat  Tergugat  I I  tanpa  

melampi rkan  r i sa l ah  penye lesa ian  mela lu i  

medias i  adalah  cacat  fo rma l  karena  t i dak  

sesua i  dengan  keten tuan  Pasa l  83  ayat  (1 )  

Undang- Undang No.  2 Tahun 2004 ;

Oleh  karena  gugatan  Penggugat  t i dak  memenuhi  syara t  

fo rma l  sebaga imana  dikemukakan  di  atas  maka secara  hukum 

gugatan  Penggugat  harus  dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  

(n ie t  onvanke l i j k e  verk l aa rd )  ;

4. Gugatan  Penggugat  Kabur  (Obscuur  L ibe l )  ;

Gugatan  a quo te l ah  mencampur  adukan  anta ra  Perse l i s i h an  

Hak dengan  Perse l i s i h an  Pemutusan  Hubungan Ker ja ,  adapun  

Perse l i s i h an  Hak dimaksud  sebaga imana  pos i t a  gugatan  No.  

6 yang  mempertanyakan  mengenai  sta tus  hukum peker j a  dan  

pos i t a  gugatan  No.  7  yang  mempermasa lahkan  ten tang  

Pera tu ran  Perusahaan.  Padaha l  an ju ran  te r t u l i s  media to r  

ada lah  ten tang  perse l i s i h an  pemutusan  hubungan  ker ja  dan  

bukan  perse l i s i h an  hak  ;

Adanya  per ten tangan  anta ra  pos i t a  dan  pet i t um  gugatan  a  

quo.  Dimana  pada  pos i t a  gugatan  No.  8  disa tu  s is i  

mendal i l k an  bahwa  Penggugat  te lah  di  putus  hubungan  

ker j a  secara  sep ihak  tanpa  alasan  pada  tangga l  22  Jun i  

2009  te tap i  pada  s is i  yang  la i n  di  atas  pos i t a  No.  8  

Penggugat  mendal i l k an  pemutusan  hubungan  ker j a  efek t i f  

ber l aku  se jak  tangga l  15  Ju l i  2009,  yang  hal  in i  

ber ten tangan  pula  dengan  pet i t um  gugatan  No.  5  yang  
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menyatakan  dan menetapkan  hubungan  ker j a  anta ra  Tergugat  

I I  dan  Penggugat  putus  karena  pemutusan  hubungan  ker ja  

yang  t i dak  memohon putusnya  hubungan  ker j a  se jak  kapan  ? 

Sebaga imana  yang  te l ah  diu ra i kan  dalam  pos i t a  gugatan  

Penggugat  ;

Bahwa  berdasarkan  hal  te rsebu t  d i  atas  te l ah  cukup  

alasan  bag i  maje l i s  Hakim  untuk  menyatakan  gugatan  

Penggugat  Kabur  (Obscuur  l i be l )  dan  se lan ju t nya  

menyatakan  gugatan  Penggugat  dinya takan  t i dak  dapat  

d i te r ima  (n ie t  onvanke l i j k e  verk l aa rd )  ;

5. Disqua l i f i c a t o i r e  Except i e  (Penggugat  

Tidak  Memi l i k i  Leg i t ima  Persona  Stand i  In  

Jud ic i o )  ;

- Bahwa oleh  karena  t i dak  ada  hubungan  hukum 

anta ra  Penggugat  dengan  Tergugat  I I  maka 

Penggugat  t i dak  memi l i k i  kua l i t a s  hukum 

untuk  menggugat  Tergugat  I I  da lam Perkara  a 

quo.  Sehingga  Penggugat  t i dak  mempunyai  

kedudukan  “Leg i t ima  Persona  Stand i  In  

Jud ic i o ” ,  untuk  melakukan  gugatan  atas  

perse l i s i h an  pemutusan  hubungan  ker j a  in i  

te rhadap  Tergugat  I I  sesua i  dengan  putusan  

Mahkamah  Agung  RI  No.  213  K/S ip /1979 ,  

tangga l  27  Januar i  1981  ten tang  Asas  

Leg i t ima  Persona  Stand i  In  Jud ic i o  ;

Bahwa  te rhadap  gugatan  te rsebu t  Pengadi l an  Neger i  

Jakar t a  Pusat  te lah  menja tuhkan  putusan ,  ya i t u  putusan  No.  

183/PHI .G /2010 /PN.JKT.PST. ,  tangga l  30  September  2010  yang  

amarnya  sebaga i  ber i ku t  :

Dalam Ekseps i  :

- Menolak  Ekseps i  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  untuk  

se lu ruhnya  ;

Dalam Pokok  Perkara  :

1. Menyatakan  Penggugat  d ikua l i f i k a s i k an  mengundurkan  
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di r i  dar i  perusahaan  te rh i t ung  se jak  tangga l  8 

Agustus  2009 ;

2. Menolak  gugatan  Penggugat  se la i n  dan se leb ihnya  ;

3. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Negara  sebesar  Rp 

300.000 ,00  ( t i ga  ra tus  r i bu  Rupiah)  ;

Menimbang,  bahwa  sesudah  putusan  te rakh i r  in i  yang  

di ucapkan  dengan  dihad i r i  o leh  keduanya  pada  tangga l  30 

September  2010,  kemudian  te rhadapnya  oleh  Penggugat  dia j ukan  

permohonan  kasas i  secara  l i san  pada  tangga l  18  Oktober  2010 

sebaga imana  te rnya ta  dar i  akte  permohonan  kasas i  No.  

150/Sr t .KAS/PHI /2010 /PN.JKT.PST. ,  yang  dibua t  o leh  Pani te ra  

Pengad i l an  Hubungan Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  Neger i  Jakar t a  

Pusat ,  permohonan  te rsebu t  d i i ku t i  o leh  memor i  kasas i  yang  

memuat  alasan- a lasan  yang  di te r ima  di  Kepani te r aan  Pengad i l an  

Neger i  te rsebu t  pada tangga l  28 Oktober  2010 ;

Bahwa sete lah  i t u  oleh  para  Tergugat  yang  pada  tangga l  

15 November  2010 te l ah  dibe r i t a hu  ten tang  memor i  kasas i  dar i  

Penggugat  dia jukan  jawaban  memor i  kasas i  o leh  para  Terguga t  

yang  di t e r ima  di  Kepani t e r aan  Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  

pada Pengad i l an  Neger i  Jakar t a  Pusat  tangga l  25 November  2010  

;

Menimbang,  bahwa permohonan  kasas i  a quo beser ta  alasan-

alasannya  te l ah  dibe r i t a hukan  kepada  pihak  lawan  dengan  

saksama,  dia j ukan  da lam tenggang  waktu  dan  dengan  cara  yang  

di ten tukan  dalam  Undang- Undang,  maka  oleh  karena  i t u  

permohonan kasas i  te rsebu t  fo rma l  dapat  d i te r ima  ;

Menimbang,  bahwa  a lasan- alasan  yang  dia j ukan  oleh  

Pemohon  Kasas i /  Penggugat  da lam  memor i  kasas inya  te rsebu t  

pada pokoknya  ia l ah  :  

Judex  Fact i  Telah  Salah  Meni la i  Dan  Menerapkan  Keten tuan  

Hukum,  Per t imbangan  Hukum Yang Satu  Dengan  Yang  Lain  Tidak  

Kons is t en  Dan/Atau  Sal ing  Ber ten tangan  ;

I . Putusan  Judex  Fact i  t i dak  memenuhi  atau  

ber ten tangan  dengan  Pasa l  163  HIR  dan  1865  
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KUHPerdata  ( te r ka i t  ten tang  pembukt i an )  dan  

Pasal  1 angka  15,  Pasa l  50 Undang- Undang No.  

13  Tahun  2003  ten tang  Ketenagaker j aan  

( te r ka i t  ten tang  hubungan  ker j a )  dan  Pasal  

139  ayat  1  HIR jo .  Pasal  121  HIR jo .  Pasal  

90  Undang- Undang  No.  2  Tahun  2004  ten tang  

Penye lesa ian  Perse l i s i h an  Hubungan  

Indus t r i a l  (PPHI )  ( te r ka i t  ten tang  

pemer iksaan  perkara  di  da lam  pers idangan)  

dan  Pasa l  102  dan  Pasa l  100  Undang- Undang  

No.  2  Tahun  2004  ten tang  PPHI  ( te r ka i t  

ten tang  pengambi lan  keputusan)  dan  Pasa l  5 

Undang- Undang  No.  1  Tahun  2008  ten tang  

In fo rmas i  dan  Transaks i  Elek t ron i k  ( te r ka i t  

dengan  in fo rmas i ,  dokokumen  elek t r on i k )  

karena  t i dak  di te rapkan  dengan  benar  dan  

adi l  sesua i  pr ins i p  fa i r  t r i a l  ( t i dak  bera t  

sebe lah)  ;

A. Adapun  buny i  Pasa l  102  Undang- Undang  PPHI  

ada lah  sebaga i  ber i ku t   :

(1 ) Putusan  Pengadi l an  harus  memuat   :

a. Kepala  putusan  yang  berbuny i  :  

“Demi  Keadi l an  Berdasarkan  

Ketuhanan  Yang Maha Esa”  ;  

b. Nama,  jaba tan ,  kewarganegaraan ,  

tempat  ked iaman  atau  kedudukan  

para  p ihak  yang  bese l i s i h  ;  

c. Ringkasan  Pemohon/Penggugat  dan 

jaba tan  Termohon/Terguga t  yang  

je l as  ;  

d. Per t imbangan  te rhadap  set i ap  

bukt i  dan  data  yang  dia jukan  

hal  yang  te r j ad i  da lam 

pers idangan  se lama sengketa  i t u  
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diper i k sa  ;  

e. Alasan  hukum yang  menjad i  dasar  

putusan  ;

f . Amar putusan  ten tang  sengketa  ;

g. Har i ,  tangga l  putusan ,  nama 

Hakim,  Hakim  Ad- Hoc  yang  

memutus,  nama  Pani te ra ,  ser ta  

ten tang  had i r  atau  t i daknya  

para  p ihak  ;

(2 ) Tidak  dipenuh inya  sa lah  satu  keten tuan  

sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  

dapat  menyebabkan  bata lnya  putusan  

Pengad i l an  Hubungan Indus t r i a l  ;

Adapun  buny i  Pasa l  100  Undang- Undang  PPHI  ada lah  

sebaga i  ber i ku t  :

Dalam  mengambi l  putusan ,  Maje l i s  Hakim 

memper t imbangkan  hukum,  per j an j i a n  yang  ada,  

keb iasaan  dan kead i l an  ;

B. Bahwa  putusan  Judex  Fact i  pada  per t imbangan  

pada ha laman 36,  mengatakan ,  kami  kut i b  ;  

 “ Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  

te l ah  disangka l  o leh  Tergugat  maka  Maje l i s  

menetapkan  beban  pembukt i an  kepada  kedua  belah  

pihak  dim  ana  Penggugat  diwa j i bkan  membukt i kan  

dal i l  gugatannya  dan  Terguga t  d iwa j i b kan  

membukt i kan  dal i l  bantahannya  sebaga imana  

keten tuan  Pasal  163  HIR  jo .  Pasa l  1865  KUH 

Perda ta ”  ;

Sedangkan  per t imbangan  yang  la i n  pada  halaman  yang  

sama Judex  Fact i  mengatakan  ;  

 “ Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dalam  jawabannya  

angka  (3)  Terguga t  I  secara  tegas  mengaku i  dan  

membenarkan  Penggugat  beker j a  pada  Terguga t  I  

sebaga i  reg iona l  sa les  manager  te rh i t u ng  se jak  
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tangga l  1  Ju l i  2007  dan  mempero lah  upah  set i ap  

bulannya  sebesar  Rp  13.390 .000 ,00  maka  mengacu  

pada  keten tuan  Pasa l  174  jo .  Pasa l  176  HIR  jo .  

Pasal  1925  KUHPerdata  pengakuan  Tergugat  I  

te rsebu t  merupakan  bukt i  yang  sempurna  seh ingga  

Maje l i s  t i dak  per l u  lag i  memer iksa  dan  

memper t imbangkan  bukt i - bukt i  sepan jang  berka i t an  

dengan  masa  ker j a  Penggugat ,  s ta tus  hubungan  

ker j a  anta ra  Penggugat  dengan  Tergugat  I  dan upah  

Penggugat  set i ap  bulannya ”  ;

Dalam per t imbangan  te rsebu t  d i  atas  je l as  Judex  Fact i  

sa lah  dalam  meni la i  dan  menerapkan  hukum  dan  

mengabaikan  azas  sebab  ak iba t  (cond i t i o n  s ine  quanon) .  

Per t imbangan  Judex  Fact i  te rsebu t  d i  atas  je l as  sa l i ng  

ber ten tangan ,  ber ten tangan  dengan  pr ins i p  pembebanan  

pembukt i an  yang  se imbang  ya i t u  ad i l  sesua i  pr ins i p  

fa i r  t r i a l ,  t i dak  bers i kap  bera t  sebe lah  atau  bers i kap  

pars i a l  te tap i  impars ia l i t a s  dan  per t imbangan  Judex  

Fact i  te rsebu t  d i  atas  t i dak  sesua i  atau  ber ten tangan  

dengan  keten tuan  hukum Pasa l  163  HIR  dan  Pasa l  1865  

KUHPerdata  ( te r ka i t  ten tang  pembukt i an )  dan  Pasa l  1 

angka  15,  Pasa l  50  Undang- Undang  No.  13  Tahun  2003  

ten tang  Ketenagaker j aan  ( te r ka i t  ten tang  hubungan  

ker j a )  dan Pasal  100,  Pasa l  102 ayat  1 d Undang- Undang  

PPHI  ( te r ka i t  ten tang  pengambi l an  keputusan) ,  dan  

t i dak  sesua i  dengan  fak ta  atau  keadaan  hukum 

( fe i t e l i j k  rech ts )  yang  ada  di  da lam  pers idangan ,  

apa lag i  adalah  fak ta  da l i l  Termohon  Kasas i  I  (Terguga t  

I )  pada  but i r  3  jawabannya  te l ah  d iban tah  atau  t i dak  

dibenarkan  oleh  Penggugat  (Pemohon  Kasas i )  mela lu i  

Repl i knya ,  dan fak ta  la i nnya  ;  

a. Pengakuan  ten tang  jaba tan  reg iona l  

sa les  manager ,  Judex  Fact i  ke l i r u  

membuat  per t imbangan  dan  meni la i  a la t  
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bukt i ,  pengakuan  yang  di l akukan  

Termohon  Kasas i  I /Te rguga t  I  d i  atas  

ada lah  pengakuan  yang  te lah  

memanipu las i  fak ta  dan  bukt i ,  karena  

fak ta  te rsebu t  juga  mi l i k  Penggugat  

(Pemohon  Kasas i )  bersama  Tergugat  I I  

(Termohon  Kasas i  I I )  (V ide  Bukt i  

Penggugat  P- 2  dan  P- 3) ,  dan  fak ta  

te rsebu t  merupakan  fak ta  sebab  ak iba t  

(cond i t i o  s ine  quanon)  dan  bukan  fak ta  

yang  berd i r i  send i r i  a l i as  bukan  

te rgan tung  Termohon  Kasas i  I /  Tergugat  

I  sa ja ,  dan  oleh  karenanya  fak ta  

pengakuan  te rsebu t  patu tnya  harus  

dinya takan  t i dak  sempurna  dan  t i dak  

cukup  alasan  hukumnya  dan  t i dak  cukup  

bukt i  yang  re levan  dan  t i dak  dapat  

d ia r t i k an  sebaga i  peng ika t  hukum 

fo rma l  bahwa  Pemohon  Kasas i /Pengguga t  

mempunyai  hubungan  hanya  dengan  

Termohon  Kasas i  l /Te rguga t  I ,  

menginga t  secara  lega l  fo rma l  

Penggugat  mempunyai  hubungan  ker j a  

hanya  dengan  Termohon  Kasas i  

I I / Te rguga t  I I .  (v i de  bukt i  

kesepaka tan  per jan j i a n  ker j a  tangga l  

19 Mei  2007  mi l i k  Penggugat  P- 2 dan P-

3)  dan  Fakta  pengakuan  yang  di l akukan  

Termohon  Kasas i  I /Te rguga t  I  d i  atas  

sebenarnya  ada lah  pengakuan  yang  

menegaskan  a lasan  ten tang  adanya  

hubungan  peker i aan  dan  bukan  hubungan  

ker j a  karena  te lah  Terbuk t i  Termohon  

Kasas i  I /Te rguga t  I  t i dak  dapat  dan  
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t i dak  b isa  membukt i kan  adanya  hubungan  

ker j a  berdasarkan  Per jan j i a n  Ker ja  

sebaga imana  yang  dimaksud  Pasa l  

hubungan  ker j a  ya i t u  Pasa l  1  angka  15 

dan  Pasa l  50  Undang- Undang  No.  13  

Tahun  2003  ten tang  Ketenagaker j aan  dan  

Pasal  100 Undang- Undang PPHI  ;

- Pasal  1  angka  15  Undang- Undang 

No.  13  Tahun  2003  ten tang  

Ketenagaker j aan  :  

Hubungan  ker j a  ada lah  hubungan  anta ra  pengusaha  

dengan  peker j a / bu ruh  berdasarkan  per j an j i a n  ker j a ,  

yang  mempunyai  unsur  peker j aan ,  upah,  dan  per in t ah  

;

- Pasal  50  Undang- Undang  No.  13 

Tahun  2003  ten tang  

Ketenagaker j aan  :  

Hubungan  ker j a  te r j ad i  karena  adanya  per jan j i a n  

ker j a  anta ra  pengusaha  dan peker j a / bu ruh  ;

- Pasal  100 Undang- Undang PPHI  :  

Dalam  mengambi l  putusan ,  Maje l i s  Hakim  

memper t imbangkan  hukum,  per j an i i a n  yang  ada,  

keb iasaan  dan kead i l an  ;

b. Bahwa  per t imbangan  Judex  Fact i  pada  

halaman  37  putusan  Judex  Fact i  

mengatakan ,  kami  kut i b   :  “ Menimbang,  

bahwa  seka l i pun  secara  yur id i s  yang  

mener ima  dan  menugaskan  Penggugat  

beker j a  ada lah  Tergugat  I I ,  . . . “ ,  

per t imbangan  Judex  Fact i  da lam hal  in i  

te l ah  membenarkan  secara  yur i d i s  

( l ega l  fo rma l )  bahwa  Penggugat  

(Pemohon  Kasas i )  mempunyai  hubungan  

hukum  dengan  Tergugat  I I  (Termohon  
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Kasas i  I I )  dan  fak ta  hukum  sudah  

te rbuk t i  benar  Penggugat  (Pemohon 

Kasas i )  d ipeker j akan  oleh  Terguga t  I I  

(Termohon  Kasas i  I I )  sebaga i  Regiona l  

Sales  Manager  ten tunya  atas  dasar  

hukum  adanya  kesepaka tan  per jan j i a n  

ker j a  te r t angga l  19  Mei  2007  

( te rpenuh i  adanya  unsur  per jan j i a n  

ker j a  dan  peker j aan )  dan  da lam 

kenyataannya  Penggugat  (Pemohon 

Kasas i )  ada  beker j a  atau  di tugaskan  

pada  Termohon  Kasas i  l /Te rguga t  I  

ada lah  bukan  atas  kemauan  Tergugat  I  

(Termohon  Kasas i  I )  akan  te tap i  atas  

per i n t ah  Tergugat  I I  (Termohon  Kasas i  

I I )  kepada  Termohon  Kasas i  l /Te rguga t  

I  seka l i gus  Penggugat  ( te rpenuh i  

adanya  unsur  per in t ah ) .  Fakta  unsur -

unsur  in i l a h  yang  te l ah  membukt i kan  

te l ah  te rpenuh inya  unsur  hubungan  

ker j a  sesua i  keten tuan  Pasal  1 ayat  15 

Undang- Undang  No.  13  Tahun  2003  

ten tang  Ketenagaker j aan  ya i t u  adanya  

per j an j i a n  ker j a  dan  fak ta  in i  juga lah  

yang  membukt i kan  Anju ran  Disnaker  

Jakar t a  Pusat  (v ide  bukt i  Penggugat  P-

1)  cacat  hukum  karena  secara  hukum 

( l ega l  fo rma l )  p ihak  yang  seharusnya  

ber t i ndak  se laku  pemohon  dalam 

Pemohonan  pencata tan  perkara  

perse l i s i h an  hubungan  indus t r i a l  

ada lah  Tergugat  I I  (Pemohon  Kasas i )  

dan  bukan  Terguga t  I  (Termohon  Kasas i  

I )  (V ide  gugatan  Penggugat )  ;
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c. Pengakuan  ten tang  upah  sebesar  Rp 

13.390 .000 ,00  perbu lannya ,  Pengakuan  

yang  di l akukan  Termohon  Kasas i  

I /Te rguga t  I  ada lah  pengakuan  yang  

t i dak  d idukung  ala t  bukt i  dan  bukt i  

yang  ada  t i dak  re levan ,  ada lah  fak ta  

yang  sudah  te rbuk t i  dan  t i dak  

te rban tahkan ,  bahwa  Termohon  Kasas i  

I /Te rguga t  I  t i dak  pernah  bisa  

membukt i kan  atau  t i dak  ada  satupun  

ala t  bukt i  yang  bisa  di tu j ukkan  atau  

dipe r l i h a t k an  dipe rs i dangan  (seper t i  

s l i p  ga j i  atau  laporan  pembukuan  atau  

apapun)  bahwa  Termohon  Kasas i  

I /Te rguga t  I  benar  te lah  membayar  upah  

atau  menggaj i  Pemohon Kasas i /Pengguga t  

sebesar  Rp  13.390 .000 ,00  perbu lannya  

sebaga i  dasar  hukum  pengakuan  yang  

te l ah  dikukuhkan  o leh  Judex  Fact i  atau  

sebaga imana  yang  dida l i l k a nnya  secara  

beru lang - u lang ,  ada  apa  dengan  Judex  

Fact i  ?  (v i de  bukt i  Tergugat  I ,  TI - 1 

sampai  dengan TI  - 9)  ;

d. Tentang  pengakuan  sebaga i  bukt i  yang  

sempurna ,  per t imbangan  hukum  Judex  

Fact i  pada  halaman  36  putusan  Judex  

Fact i  te rka i t  dengan  Pengakuan  sep ihak  

Termohon  Kasas i  I /Te rguga t  I  yang  

dika i t k an  Judex  Fact i  dengan  keten tuan  

Pasal  174  jo .  Pasa l  176  HIR jo .  Pasa l  

1925  KUHPerdata  sebaga i  pengakuan  atau  

merupakan  bukt i  yang  sempurna  seh ingga  

Maje l i s  t i dak  per l u  lag i  memer iksa  dan  

memper t imbangkan  bukt i - bukt i  sepan jang  
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berka i t an  dengan  masa ker j a  Penggugat ,  

sta tus  hubungan  ker j a  anta ra  Penggugat  

dengan  Tergugat  I  dan  upah  Penggugat  

set i ap  bulannya  ada lah  kesa lahan  fa ta l  

da lam meni la i  dan  menerapkan  keten tuan  

hukum,  mencampur  adukan  fak ta  hukum 

hubungan  ker j a  dengan  fak ta  hukum 

hubungan  peke jaan  dan  t i dak  sesua i  

dengan  azas  hukum sebab  ak iba t  ( teo r i  

cond i t i o n  s ine  quanon)  dan  pener imaan  

pengakuan  sep ihak  secara  abso lu te  

tanpa  pembukt i an  je l as  ber ten tangan  

dengan  hukum,  hukum  acara  Pasa l  163  

HIR  jo .  Pasa l  1865  KUH Perda ta  dan  

ber ten tangan  dengan  pr ins i p  pembukt i an  

yang  adi l  yang  di l akukan  dengan  fa i r  

dan impars ia l  dan ;

e. Pengakuan  sebaga i  bukt i  yang  sempurna  

juga  ber ten tangan  dengan  per t imbangan  

Judex  Fact i  send i r i  pada  halaman  36 

yang  mengatakan  ;  

“ Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  

te l ah  disangka l  o leh  Tergugat  maka  Maje l i s  

menetapkan  beban pembukt i an  kepada  kedua  belah  pihak  

dimana  Penggugat  diwa j i b kan  membukt i kan  dal i l  

gugatannya  dan Tergugat  d iwa j i b kan  membukt i kan  dal i l  

bantahannya  sebaga imana  keten tuan  Pasal  163  HIR jo .  

Pasal  1865 KUH Perda ta ”  ;

- Yur i sp rudens i ,  putusan  MA No.  

1855  K/Pdt /1984  tangga l  30 

September  1985  :  “ Pengad i l an  

Tingg i  te l ah  sa lah  menerapkan  

hukum  karena  pembebanan  

pembukt i an  yang  di l akukan  
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ber ten tangan  dengan  pr ins i p  

pembagian  yang  ber imbang  sesua i  

da l i l  masing- masing ”  ;

- Yur i sp rudens i ,  putusan  MA No.  

672  K/S ip /1972  tangga l  18 

Oktober  1972 :  

Putusan  Pengadi l an  Tingg i  harus  diba ta l kan  karena  

kurang  cukup  dipe r t imbangkan  (n ie t  vo ldoende  

gemot i vee rd )  dan  te rdapa t  ket i dak  te r t i b an  dalam  

beracara  ;

- Yur i sp rudens i ,  putusan  MANo.  

288  K/S ip /1973  tangga l  16 

Desember  1975 :  

Berdasarkan  yur i sp rudens i  te tap  mengenai  

pembukt i an  dalam acara ,  khususnya  pengakuan,  Hakim  

berwenang  meni la i  suatu  pengakuan  sebaga i  t i dak  

mut lak  karena  d ia jukan  t i dak  sebenarnya  ;

- Yur i sp rudens i ,  putusan  MA No.  

638  K/S ip /1969  tangga l  22  Ju l i  

1970 ;

Putusan- putusan  Pengad i l an  Neger i  dan  Pengad i l an  

Tingg i  yang  kurang  cukup  d ipe r t imbangkan  

(onvo ldoende  gemot i vee rd )  harus  diba ta l kan  ;

f . Pengakuan  yang  di l akukan  Termohon  

Kasas i  I /Te rguga t  I  ada lah  fak ta  

pengakuan  yang  harus  dice r i t a kan  

te r l eb i h  dahu lu  ten tang  baga imana  

hubungan  ker janya  b isa  te r j ad i  dan  apa  

dasar  hukumnya  mula i  beker j a  te rh i t u ng  

se jak  tangga l  1  Ju l i  2007  ( teo r i  

cond i t i o n  s ine  quanon) ,  ada lah  

te rbuk t i ,  Termohon  Kasas i  l /Te rguga t  I  

berdasarkan  bukt i - bukt i nya  send i r i  

t i dak  b isa  membukt i kan  atau  
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menje laskan  per i s t i wa - per i s t i wa  yang  

te r j ad i  sebe lum Penggugat  beker j a  atau  

apa  dasarnya  Termohon  Kasas i  

I /Te rguga t  I  b isa  beker j a  pada  tangga l  

1  Ju l i  2007,  dan  t i dak  b isa  

membukt i kan  atau  menje laskan  baga imana  

r iwaya t  hubungan  ker j a  bisa  te r j ad i  

dan  atas  dasar  apa  Penggugat  b isa  ada  

dan  di te r ima  beker j a  atau  d ipeker j a kan  

pada  Termohon  Kasas i  l /  Tergugat  I  

(apa  mela lu i  lamaran  kah  ?  atau  ik l an  

koran  kah  ?  atau  mela lu i  pangg i l an  

te l epon  kah  ?  atau  disu ra t i n  kah  ? 

atau  Penggugat  dar i  lua r  kota  (Pemohon 

Kasas i  sebe lumnya  t i ngga l  dan  menetap  

di  Jawa  Timur )  bermimpi  dan  dapat  

wangs i t  datang  ke  Jakar t a  dan  

sekonyong- konyong  langsung  masuk  

kanto r  untuk  beker j a  pada  Terguga t  I  

tanpa  membawa sura t  atau  bukt i  apapun,  

seper t i  tanda  te lah  di te r ima  beker j a ,  

tanpa  ada  ins t r u ks i ,  tanpa  ada  

rekomendas i  atau  per in t ah  dar i  

s iapapun  ?)  (v i de  Kesimpulan  Penggugat  

ha laman 11 poin  3)  ;

- Yur i sp rudens i ,  putusan  MA No.  

638  K/S ip /1969  tangga l  22  Ju l i  

1970 ;  

Putusan- putusan  Pengad i l an  Neger i  dan  Pengad i l an  

Tingg i  yang  kurang  cukup  d ipe r t imbangkan  

(onvo ldoende  gemot i vee rd )  harus  diba ta l kan  ;

C. Bahwa  putusan  Judex  Fact i  pada  per t imbangan  

pada ha laman 36,  mengatakan ,  kami  kut i b  ;  

 “ Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  
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Penggugat  te l ah  disangka l  o leh  Terguga t  

maka  Maje l i s  menetapkan  beban  pembukt i an  

kepada  kedua  be lah  pihak  dimana  Penggugat  

diwa j i b kan  membukt i kan  dal i l  gugatannya  dan  

Tergugat  d iwa j i b kan  membukt i kan  dal i l  

bantahannya  sebaga imana  keten tuan  Pasal  163  

HIR jo .  Pasa l  1865 KUH Perda ta ”  ;

Sedangkan  per t imbangan  hukum yang  la i nnya  pada  halaman  

36,  Judex  Fact i  mengatakan  ;  

 “ Menimbang,  bahwa  atas  kesempatan  yang  

dibe r i k an  oleh  Maje l i s  Hakim  dalam  

pers idangan  baik  Penggugat  maupun  Tergugat  

t i dak  mengajukan  saks i - saks i  untuk  

menguatkan  dal i l - da l i l  gugatan  maupun  

bantahannya ”  ;

Per t imbangan  hukum yang  t i dak  sesua i  fak ta  sebaga imana  

te rsebu t  d i  atas  hanya  pantas  dan  patu t  d ibe r i kan  

kepada  para  Termohon  Kasas i  sa ja .  Bagi  Pemohon 

Kasas i /Pengguga t ,  per t imbangan  Judex  Fact i  te rsebu t  d i  

atas  je l as  t i dak  sesua i  dengan  fak ta  atau  keadaan  

hukum ( fe i t e l i j k  rech ts )  yang  ada,  ada lah  fak ta  bahwa 

Pemohon  Kasas i /  Penggugat  te l ah  mencoba  untuk  

menghadi r kan  saks i - saks i  dengan  cara  mengajukan  

Pemohonan  pemanggi l annya  mela lu i  Maje l i s  Hakim  (Judex  

Fact i )  perka ra  a  quo  yang  dimohonkan  secara  langsung  

didepan  pers idangan  dan  mela lu i  Repl i k  Penggugat  

(Pemohon Kasas i )  atas  dasar  hukum Pasal  139 ayat  1 HIR 

jo .  Pasa l  121  HIR  jo .  Pasa l  90  Undang- Undang  PPHI,  

akan  te tap i  t i dak  di j awab  atau  t i dak  di tanggap i  dan  

t i dak  dipenuh i  tanpa  alasan  apapun  o leh  Judex  Fact i  

dan  t i ndakan  Judex  Fact i  ber ten tangan  dengan  Pasa l  102  

ayat  1 d Undang- Undang  PPHI ,  Pasal  139  ayat  1 HIR jo .  

Pasal  121 HIR jo .  Pasa l  90 Undang- Undang PPHI  ;

Yur i sp rudens i ,  putusan  MA No.  395  K/S ip /1971  tangga l  
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10  Ju l i 1971  ;  “ Hakim  Pengad i l an  Neger i ,  karena  

jaba tannya ,  berwenang  memanggi l  para  saks i  yang  

dianggapnya  per l u  untuk  d idengar  di  da lam pers idangan  

dalam rangka  pembukt i an  suatu  dal i l  gugatan ”  ;

D. Bahwa  putusan  Judex  Fact i  pada  per t imbangan  

pada ha laman 37,  mengatakan ,  kami  kut i b  ;  

 “ Menimbang,  bahwa  oleh  karena  hubungan  

ker j a  anta ra  Penggugat  dengan  Tergugat  

d inya takan  bers i f a t  te tap  maka  untuk  

mengak i r i  hubungan  ker ja  anta ra  Penggugat  

dengan  Tergugat  harus  te tap  mengacu  pada  

pera tu ran  perundangan  yang  ber l aku  i . c  

Undang- Undang  No.  13  Tahun  2003  ten tang  

Ketenagaker j aan  jo .  Undang- Undang  No.  2  

Tahun  2004  ten tang  Penye lesa ian  

Perse l i s i h an  Hubungan  Indus t r i a l  jo .  

Pera tu ran  Perusahaan ”  ;

Sedangkan  per t imbangan  hukum yang  la i nnya  pada  halaman  

yang  sama,  Judex  Fact i  mengatakan  ;  

 “ Menimbang,  bahwa seka l i pun  secara  yur i d i s  

yang  mener ima  dan  menugaskan  Penggugat  

beker j a  ada lah  Tergugat  I I  namun  demik ian  

oleh  karena  fak tanya  se jak  awal  Penggugat  

di tugaskan  beker j a  oleh  Terguga t  I I  pada  

Tergugat  I ,  d i l a i n  pihak  yang  member ikan  

per i n t ah ,  peker j aan  dan  upah  Penggugat  

set i ap  bulannya  ada lah  Tergugat  I  maka  

menuru t  Maje l i s  ba ik  Tergugat  I  maupun  

Tergugat  I I  berhak  melakukan  pemutusan  

hubungan  ker j a  kepada  Penggugat  sepan jang  

t i dak  ber ten tangan  dengan  keten tuan  hukum,  

karenanya  pet i t um  Penggugat  angka  2  dan  3  

harus lah  di to l ak  ;

 Per t imbangan  Judex  Fact i  pada  halaman  37  
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yang  mengatakan  “ . . .  Tergugat  I  maupun  

Tergugat  I I  berhak  melakukan  pemutusan  

hubungan  ker j a  kepada  Penggugat  sepan jang  

t i dak  ber ten tangan  dengan  keten tuan  hukum,  

karenanya  pet i t um  Penggugat  angka  2  dan  3  

harus lah  di to l ak ”  ;

Per t imbangan  Judex  Fact i  te r sebu t  d i  atas  je l as  t i dak  

sesua i  dengan  fak ta  atau  keadaan  hukum  ( fe i t e l i j k  

rech ts )  yang  ada.  Adalah  ke l i r u  per t imbangan  Judex  

Fact i  yang  mengatakan  pihak  Tergugat  I  (Termohon  

Kasas i  I )  yang  member ikan  per in t ah ,  peker j aan  dan upah  

kepada  Penggugat  (Pemohon  Kasas i )  te rmasuk  mempunyai  

hak  atau  berhak  untuk  melakukan  PHK te rhadap  Penggugat  

(Pemohon  Kasas i ) ,  dan  per t imbangan  Judex  Fact i  

te rsebu t  d i  atas  juga  sa l i ng  ber ten tangan  dan  juga  

ke l i r u  da lam  meni la i  dan  menerapkan  hukum,  

ber ten tangan  dengan  Pasa l  100,  Pasa l  102  ayat  1  d  

Undang- Undang  PPHI  ( te r ka i t  ten tang  pengambi l an  

Keputusan)  dan  Pasa l  1338  KUH Perda ta  ( te r ka i t  ten tang  

ak iba t  suatu  per jan j i a n ) ,  Pasal  163 HIR dan Pasa l  1865  

KUHPerdata  ( te r ka i t  ten tang  pembukt i an )  dan  Pasa l  1 

angka  15,  Pasa l  50  Undang- Undang  No.  13  Tahun  2003  

ten tang  Ketenagaker j aan  ( te r ka i t  ten tang  hubungan  

ker j a ) ,  ada lah  fak ta  ;  

a. Terbuk t i  benar  secara  yur id i s  ( l ega l  fo rma l )  

(v i de  per t imbangan  Judex  Fact i  d i  atas )  

hubungan  ker ja  anta ra  Pemohon 

Kasas i /Pengguga t  dengan  Termohon  Kasas i  

I I / Te rguga t  I I  ada lah  kesepaka tan  per jan j i a n  

ker j a  ya i t u  kesepakatan  per j an j i a n  ker ja  

te r t angga l  19  Mei  2007  (v i de  bukt i  

Penggugat ,  P- 2  dan  P- 3)  (v i de  Pasa l  1313  

KUHPerdata  dan  Pasal  1338  KUHPerdata )  (v ide  

Pasal  1  angka  15  dan  Pasa l  50  Undang- Undang 
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No.  13 Tahun 2003 ten tang  Ketenagaker j aan )  ;

b. Judex  Fact i  ke l i r u  dalam  meni la i  dan  

menerapkan  hukum,  t i dak  benar  dan  t i dak  

te rbuk t i  bahwa  Termohon  Kasas i  I /Te rguga t  I  

ada lah  pihak  yang  member ikan  per in t ah ,  

peker j aan  dan  upah  kepada  Penggugat  (Pemohon 

Kasas i )  set i ap  bulannya  o leh  karena  adalah  

fak ta  pengakuan  te rsebu t  t i dak  cukup  a lasan  

hukumnya  dan  bukt i - bukt i  yang  ada  t i dak  ada  

re levans inya  dengan  unsur  hubungan  ker j a  

sesua i  keten tuan  Pasa l  1  angka  15  dan  Pasa l  

50  Undang- Undang  No.  13  Tahun  2003  ten tang  

Ketenagaker j aan  dan  Pasa l  100  Undang- Undang  

PPHI  (v i de  bukt i  Tergugat  I  :T I - 1) .  Dan yang  

te rbuk t i  benar  ada lah  secara  yur i d i s  ( l ega l  

fo rma l )  bahwa  Penggugat  (Pemohon  Kasas i )  

mempunyai  hubungan  hukum dengan  Tergugat  I I  

(Termohon  Kasas i  I I )  dan  fak ta  hukum sudah  

membukt i kan ,  te rbuk t i  benar  Penggugat  

(Pemohon  Kasas i )  d ipeker j a kan  oleh  Terguga t  

I I  (Termohon  Kasas i  I I )  sebaga i  Regiona l  

Sales  Manager  ten tunya  atas  dasar  hukum 

adanya  kesepaka tan  per jan j i a n  ker j a  

te r t angga l  19  Mei  2007  ( te rpenuh i  adanya  

unsur  per j an j i a n  ker j a  dan  peker j aan )  dan  

dalam  kenyataannya  Penggugat  (Pemohon 

Kasas i )  ada  beker j a  atau  di tugaskan  pada  

Termohon  Kasas i  I /Te rguga t  I  adalah  bukan  

atas  kemauan  Tergugat  I  (Termohon  Kasas i  I )  

akan  te tap i ,  atas  per in t ah  Tergugat  I I  

(Termohon  Kasas i  I I )  kepada  Termohon  Kasas i  

I /Te rguga t  I  seka l i gus  Penggugat  ( te rpenuh i  

adanya  unsur  per in t ah ) .  Fakta  in i l a h  yang  

te l ah  membukt i kan  te l ah  te rpenuh inya  unsur  
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hubungan  ker j a  sesua i  keten tuan  Pasa l  1 

angka  15  dan  Pasa l  50  Undang- Undang  No.  13  

Tahun  2003  ten tang  Ketenagaker j aan  dan  Pasa l  

100 Undang- Undang PPHI  ;

Dan sesua i  bukt i  pembayaran  gaj i l u pah  dar i  pr in t  out  

buku  tabungan  mi l i k  Penggugat  (Pemohon  Kasas i )  d i  

BCA,  te rbuk t i  upah  Penggugat  se lama  beker j a  set i ap  

bulannya  d ibayarkan  oleh  Termohon  Kasas i  I I /  

Tergugat  I I  mela lu i  t rans fe r  ke  reken ing  Penggugat  

(Pemohon  Kasas i )  d i  BCA (v i de  bukt i  Penggugat  P- 1A)  

( te rpenuh i  adanya  unsur  upah  dalam Pasal  1 angka  15  

Undang- Undang  No.  13  Tahun  2003  ten tang  

Ketenagaker j aan )  dan ;  

c. Adalah  fak ta  hukum yang  t i dak  te rban tahkan ,  

bahwa  t i dak  ada  satu  bukt i pun  atau  ala t  

bukt i  mi l i k  dar i  Termohon  Kasas i  I /Te rguga t  

I  (v ide  bukt i  Tergugat  I  :  TI - 1  sampai  

dengan  TI - 9)  yang  bisa  membukt i kan  bahwa 

upah  atau  ga j i  Pemohon  Kasas i /Penggugat  

sebesar                Rp 13.390 .000 ,00  

perbu lan  se lama  dipeker j akan  beker j a  pada  

Termohon  Kasas i  I /Te rguga t  I  d ibayarkan  oleh  

Termohon  Kasas i  I /  Terguga t  I  sebaga imana  

yang  dida l i l k annya  beru lang - ulang  ;

- Yur i sp rudens i ,  putusan  MA  No.  672  K/S ip /1972  

tangga l  18 Oktober  1972 :  

Putusan  Pengadi l an  Tingg i  harus  diba ta l kan  karena  

kurang  cukup  dipe r t imbangkan  (n ie t  vo ldoende  

gemot i vee rd )  dan  te rdapa t  ket i dak  te r t i b an  dalam  

beracara  ;

- Yur i sp rudens i ,  putusan  MA  No.  1855  K/Pdt /1984  

tangga l  30  September  1985   :  “ Pengad i l an  Tingg i  

te l ah  sa lah  menerapkan  hukum  karena  pembebanan  

pembukt i an  yang  di l akukan  ber ten tangan  dengan  
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pr ins i p  pembagian  yang  ber imbang  sesua i  da l i l  

masing- masing ”  ;

- Yur i sp rudens i ,  putusan  MA  No.  638  K/S ip /1969  

tangga l  22 Ju l i  1970 ;  

Putusan- putusan  Pengad i l an  Neger i  dan  Pengad i l an  

Tingg i  yang  kurang  cukup  d ipe r t imbangkan  

(onvo ldoende  gemot i vee rd )  harus  diba ta l kan  ;

Ura ian - ura ian  fak ta  hubungan  ker j a  in i  te l ah  

menje laskan  dan  membukt i kan  bahwa  Ter rmohon  Kasas i  

I I / Te rguga t  I I  ada lah  pihak  satu  satunya  yang  

mempunyai  hak  dan  berhak  untuk  melakukan  PHK 

te rhadap  Pemohon  Kasas i /Pengguga t  te rmasuk  untuk  

melakukan  Mutas i  ker j a  dan  bukan  Termohon  Kasas i  

I /Te rguga t  I .  Sedangkan  hubungan  hukum  anta ra  

Pemohon  Kasas i /Pengguga t  dengan  Termohon  Kasas i  I  

(Terguga t  I  te r j a l i n  karena  adanya  hubungan  

peker j aan  dan  bukan  karena  adanya  hubungan  ker j a ,  

penger t i an  hubungan  ker j a  yang  dimaksud  ya i t u  

sebaga imana  yang  dia tu r  d i  da lam  Pasa l  1  angka  15  

dan Pasa l  50 Undang- Undang No.  13 Tahun 2003 ten tang  

Ketenagaker j aan .  (v i de  bukt i  Penggugat  P- 1  sampai  

dengan P- 17)  ;

E. Adalah  ke l i r u  per t imbangan  Judex  Fact i  pada  

halaman  37  yang  mengatakan  “ . . .  Tergugat  I  

maupun  Tergugat  I I  berhak  melakukan  pemutusan  

hubungan  ker j a  kepada  Penggugat  sepan jang  t i dak  

ber ten tangan  dengan  keten tuan  hukum,  karenanya  

pet i t um  Penggugat  angka  2  dan  3  harus lah  

di to l ak ”  ;

Per t imbangan  Judex  Fact i  d i  atas  ada lah  per t imbangan  

yang  t i dak  menyelesa i kan  masalah  karena  mencampur  

adukkan  dan meni la i  sama fak ta  yur i d i s  fo rma l  hubungan  

ker j a  sebaga i  lex  spec ia l i s  (v i de  bukt i  Penggugat  P- 2 

dan  P- 3)  te rhadap  fak ta - fak ta  lex  genera l i s  dan  in i  
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baga ikan  menempatkan  hukum dan  peker j a  pada  satu  rumah 

tanpa  tau  s iapa  pemi l i k  rumahnya  dan  per t imbangan  

Judex  Fact i  te rsebu t  per t imbangan  yang  membingungkan,  

ragu- ragu ,  mengambang,  alasan  yang  disampaikan  te l ah  

mengak iba tkan  tumpang  t i nd i hnya  hukum  dan  membuat  

menjad i  t i dak  adanya  kepas t i an  hukum dan  sudah  past i  

ber ten tangan  dengan  keten tuan  hukum ya i t u  Pasal  1338  

KUHPerdata ,  Pasal  100  dan  Pasa l  102  ayat  1  d  ten tang  

Undang- Undang  PPHI,  Pasa l  1  angka  15  dan  Pasa l  50  

Undang- Undang  No.  13  Tahun  2003  ten tang  

Ketenagaker j aan ,  dan  Pasal  1313  KUHPerdata  dan  

Yur i sp rudens i ,  putusan  MA No.  698  K/S ip /1969  tangga l  

18 Desember  1970  dan Yur i sp rudens i ,  putusan  MA No.  672  

K/S ip /1972  tangga l  18  Oktober  1972,  yang  is i nya  

sebaga i  ber i ku t  :  

- Pasal  100 Undang- Undang PPHI  :  

Dalam  mengambi l  putusan ,  Maje l i s  Hakim  

memper t imbangkan  hukum,  per j an j i a n  yang  ada,  

keb iasaan  dan kead i l an  ;

- Pasal  102 ayat  1 d Undang- Undang PPHI  :  

(1 ) Putusan  Pengad i l an  harus  memuat  :  

d. Per t imbangan  te rhadap  set i ap  bukt i  

dan  data  yang  dia j ukan  hal  yang  

te r j ad i  da lam  pers idangan  se lama  

sengketa  i t u  d ipe r i k sa  ;  

- Pasal  1  angka  15  Undang- Undang  No.  13 

Tahun 2003 ten tang  Ketenagaker j aan  :  

Hubungan  ker j a  ada lah  hubungan  anta ra  pengusaha  

dengan  peker j a / bu ruh  berdasarkan  per j an j i a n  ker j a ,  

yang  mempunya i  unsur  peker j aan ,  upah,  dan per in t ah  ;

- Pasal  50  Undang- Undang  No.  13  Tahun  

2003 ten tang    Ketenagaker j aan  :  

Hubungan  ker ja  te r j ad i  karena  adanya  per jan j i a n  ker j a  

anta ra  pengusaha  dan peker j a / bu ruh  ;
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- Pasal  1313 KUHPerdata  :  

Suatu  per jan j i a n  ada lah  suatu  perbua tan  dengan  mana 

satu  orang  atau  leb ih  mengika tkan  di r i n ya  te rhadap  

satu  orang  la i n  atau  leb ih  ;

- Pasal  1338 KUHPerdata  :  

Semua  per j an j i a n  yang  dibua t  secara  sah  ber laku  

sebaga i  UndangUndang bagi  mereka  yang membuatnya  ;

- Yur i sp rudens i ,  putusan  MA  No.  698  

K/S ip /1969  tangga l  18 Desember  1970 :  

Tiap  peno lakan  atas  suatu  pet i t um  harus  dise r t a i  

per t imbangan  yang  cukup  mengapa di to l a knya  ;

- Yur i sp rudens i ,  putusan  MA  No.  672  

K/S ip /1972  tangga l  18 Oktober   1972 :  

Putusan  Pengadi l an  Tingg i  harus  diba ta l kan  karena  

kurang  cukup  dipe r t imbangkan  (n ie t  vo ldoende  

gemot i vee rd )  dan  te rdapa t  ket i dak  te r t i b an  dalam  

beracara  ;

- Yur i sp rudens i ,  putusan  MA  No.  638  

K/S ip /1969  tangga l  22 Ju l i  1970 ;  

Putusan- putusan  Pengad i l an  Neger i  dan  Pengad i l an  

Tingg i  yang  kurang  cukup  d ipe r t imbangkan  (onvo ldoende  

gemot i vee rd )  harus  diba ta l kan  ;

Berdasarkan  ura ian  fak ta - fak ta  hukum dan keten tuan  hukum 

di  atas  je l as l ah  te rbuk t i  bahwa  Termohon  Kasas i  

l /Te rguga t  I  t i dak  berhak  untuk  melakukan  PHK dan  o leh  

karenanya  pet i t um  Pemohon Kasas i /Pengguga t  angka  2 dan 3 

yang  di to l ak  harus lah  dikabu l kan  atau  di te r ima  ;

I I . Putusan  dan  per t imbangan  Judex  Fact i  ke l i r u  

dan  t i dak  tepa t ,  t i dak  memenuhi  keten tuan  

hukum  Pasa l  163  HIR  dan  1865  KUHPerdata  

( te r ka i t  ten tang  pembukt i an )  dan  Pasal  5 

ayat  1 jo .  ayat  2 Undang- Undang No.  11 Tahun  

2008  ten tang  In fo rmas i  dan  Transaks i  

Elek t r on i k  ( te r ka i t  dengan  in fo rmas i ,  
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dokumen e lek t r on i k )  dan  Pasa l  102  dan  Pasa l  

100  Undang- Undang  No.  2  Tahun  2004  ten tang  

PPHI  ( te r ka i t  ten tang  pengambi lan  keputusan)  

dengan  benar  dan  adi l  sesua i  pr ins i p  fa i r  

t r i a l  ( t i dak  bera t  sebe lah )  ;

Per t imbangannya  Judex  Fact i  pada halaman 37 putusan  Judex  

Fact i ,  mengatakan ,  kami  kut i b  ;  

 Menimbang,  bahwa  sete lah  Maje l i s  

memperhat i kan  dan  menel i t i  se lu ruh  bukt i -

bukt i  yang  dia j ukan  oleh  para  pihak  dalam  

pers idangan  Maje l i s  t i dak  menemukan  fak ta -

fak ta  hukum untuk  membukt i kan  bahwa  Terguga t  

I  ataupun  Terguga t  I I  te l ah  melakukan  

pemutusan  hubungan  ker ja  kepada  Penggugat  

ba ik  pada  tangga l  22  Jun i  2009  maupun  pada  

tangga l  15 Ju l i  2009,  bahwa bukt i  P- 5 dan  P- 6  

mengenai  krono log i s  PHK Penggugat  yang  dibua t  

dan  di t anda  tangan i  o leh  Penggugat  send i r i  

dan  bukt i  P- 16  dan  P- 17  mengenai  t ransk i p  

pembicaraan  te l epon  anta ra  Penggugat  dengan  

Tergugat  I I  yang  dibua t  dan  d i t anda  tangan i  

send i r i  o leh  Penggugat  pada  tangga l  13  

Agustus  2010  bukan lah  a la t  bukt i  yang  sah  

menuru t  hukum  untuk  membukt i kan  bahwa  

Tergugat  I  atau  Terguga t  I I  te l ah  melakukan  

PHK kepada  Penggugat  pada  tangga l  15  Ju l i  

2009 ;

Judex  Fact i  da lam per t imbangannya  te rsebu t  d i  atas  je l as -

je l as  te lah  sa lah  da lam meni la i  dan  menerapkan  keten tuan  

hukum dan  t i dak  sesua i  dengan  fak ta  atau  keadaan  hukum 

( fe i t e l i j k  rech ts )  yang  ada,  per t imbangan  Judex  Fact i  in i  

je l as  per t imbangan  yang  membingungkan,  mengambang,  yang  

mana  a lasan- alasan  yang  disampaikan  te l ah  mengak iba t kan  

tumpang  t i nd i hnya  hukum dan  membuat  menjad i  t i dak  adanya  
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kepas t i an  hukum  dan  sudah  past i  ber ten tangan  dengan  

keten tuan  hukum ya i t u  Pasa l  5 ayat  1 jo .  ayat  2 jo .  ayat  

3 jo .  Pasa l  1 ayat  4 jo .  Pasa l  1 dan  Pasa l  1 ayat  5 dan  

Pasal  1  ayat  14  Undang- Undang  No.  11  Tahun  2008  ten tang  

In fo rmas i  dan  Transaks i  Elek t ron i k ,  ber ten tangan  dengan  

Pasal  100  dan  Pasa l  102  ayat  1  d  ten tang  Undang- Undang  

PPHI ,  adalah  fak ta  ;  

Pernya taan  Judex  Fact i  yang  menyatakan  bukt i  Rekaman 

Pembicaraan  Mela lu i  Telepon  Genggam (A la t  Komunikas i  2 

Arah)  bukan  ala t  bukt i  yang  sah  menuru t  hukum ada lah  Salah  

Dalam  Meni la i  Ala t  Bukt i  Dan  Kel i r u  Dalam  Menerapkan  

Keten tuan  Hukum dan  Per t imbangan  Ber ten tangan  dengan  :  

( i ) .  Undang- Undang No.  11 Tahun 2008 ten tang  In fo rmas i  dan  

Transaks i  Elek t r on i k ,  yang  mengatakan  In fo rmas i  Elek t r on i k  

dan/a tau  Dokumen  Elek t r on i k  merupakan  Ala t  Bukt i  Hukum 

Yang Sah Dan Merupakan  Per luasan  Dar i  Ala t  Bukt i  Yang Sah 

Sesua i  Dengan  Hukum Acara  Yang  Ber laku  Di  Indones ia ,  dan  

( i i ) .  Pasa l  102 ayat  1 d dan Pasa l  100 Undang- Undang PPHI,  

( i i i ) .  Pasa l  163 HIR,  dan ( i v ) .  PasaI  1865 KUHPerdata  ;

- Yur i sp rudens i ,  putusan  MA  No.  672  

K/S ip /1972  tangga l  18 Oktober  1972 :  

Putusan  Pengadi l an  Tingg i  harus  diba ta l kan  karena  kurang  

cukup  dipe r t imbangkan  (n ie t  onvo ldoende  gemot i vee rd )  dan  

te rdapa t  ket i dak  te r t i b an  da lam beracara  ;

- Yur i sp rudens i ,  putusan  MA  No.  638  

K/S ip /1969  tangga l  22 Ju l i  1970 ;  

Putusan- putusan  Pengad i l an  Neger i  dan  Pengad i l an  Tingg i  

yang  kurang  cukup  dipe r t imbangkan  (n ie t  onvo ldoende  

gemot i vee rd )  harus  diba ta l kan  ;

In fo rmas i  Elek t r on i k  berupa  rekaman  dia log  pembicaraan  

mela lu i  te l epon  membukt i kan  :  

a. Adalah  fak ta  bukt i  P- 16  dan  P- 17  (da lam  

bentuk  Compact  Disc  ”CD- R”)  mi l i k  Penggugat  

ada lah  te rmasuk  In fo rmas i  Elek t r on i k  
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dan/a tau  Dokumen  Elek t r on i k  dan  te rmasuk  

ala t  bukt i  hukum  yang  sah  sebaga imana  

di ten tukan  dan  dia tu r  d i  da lam Undang- Undang  

No.  11  Tahun  2008  ten tang  In fo rmas i  dan  

Transaks i  Elek t r on i k .  (v i de  Pasa l  5  ayat  1 

jo .  ayat  2  Undang- Undang  No.  11  Tahun  2008  

ten tang  In fo rmas i  dan  Transaks i  

Elek t r on i k )  ;

In fo rmas i  e lek t r on i k  didapa tkan  dar i  has i l  komunikas i  

mela lu i  te l epon  (hand  phone)  yang  dia l og  pembicaraannya  

mengenai  hak- hak  PHK dan  dia l og  pembicaraannya  di rekam 

langsung  menggunakan  te lepon  i t u  juga  (hand  phone)  dan  

data  rekaman  kemudian  dicopykan  atau  di t r ans fe r  ke  

komputer  dan  se lan ju t nya  data  dis impan  atau  dicop i kan  

dalam  bentuk  sekep ing  CD-R untuk  di j ad i kan  ala t  bukt i  

hukum agar  dapat  d idengarkan  semua is i  d ia l og  pembicaraan  

yang  te r j ad i .  Dan  untuk  mempermudah,  mengetahu i  atau  

menginga t ,  membaca  mater i  pembica raan  yang  te r j ad i  maka 

dibua tkan  sa l i nan  ( t r ansk r i p )  te r t u l i s  d ia l og  

pembicaraannya  yang  is i nya  sama pers i s  dengan  yang  ada di  

CD-R ;

Adapun  pihak - pihak  yang  ada  dalam  CD-R  rekaman  is i  

pembicaraan  ada lah  Pemohon  Kasas i  (Penggugat )  dengan  

Termohon  Kasas i  I I  (Terguga t  I I )  yang  d iwak i l i  o leh  Wely  

Santoso  se laku  Senio r  Business  Development  Manager  untuk  

rekaman  pada  tangga l  18  Ju l i  2009  dan  Pemohon  Kasas i  

(Penggugat )  dengan  Termohon  Kasas i  I I  (Terguga t  I I )  yang  

diwak i l i  o leh  Hadyanta  Anta  Katya  se laku  di rek tu r  PT.  PCI  

(Terguga t  I I  sekarang  Termohon  Kasas i  I I )  (v ide  bukt i  

Penggugat  P- 15)  untuk  rekaman  pada  tangga l  19  September  

2009 (v ide  bukt i  Penggugat  P- 16 dan P- 17)  ;

b. Bukt i  i s i  rekaman  dar i  d ia l og  pembicaraan  

(CD- R)  tangga l  18  Ju l i  2009  dan  tangga l  19  

September  2009  te l ah  membukt i kan  bahwa 
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ada lah  fak ta  dia l og  pembicaraan  t i dak  lag i  

membicarakan  ten tang  PHK  nya  atau  alasan  

kenapa  Penggugat  di  PHK,  akan  te tap i  

berb i ca ra  ten tang  negos ias i  ( tawar  menawar)  

berapa  ni l a i  pembayaran  hak- hak  PHK te rhadap  

Penggugat  sebaga i  kompensas i  sete lah  di  PHK 

(v i de  bukt i  Penggugat  P- 16 dan P- 17)  ;

c. Bukt i  i s i  rekaman  d ia log  pembicaraan  (CD)  

tangga l  18  Ju l i  2009  dan  tangga l  19 

September  2009  te l ah  membukt i kan  sudah  

sepatu tnya  dapat  d is impu l kan  kebenarannya  

bahwa ada lah  fak ta  hukum yang  te rbuk t i  benar  

bahwa  Penggugat  (Pemohon  Kasas i )  te lah  di  

PHK atau  te l ah  te r j ad i  PHK te rhadap  Pemohon 

Kasas i  (Penggugat )  (v i de  Pasa l  102  ayat  1  d 

dan Pasa l  100 Undang- Undang PPHI)  ;

- Yur i sp rudens i ,  putusan  MA  No.  308  

K/S ip /1959  tangga t  11 November    1959 ;  

Pember ian  putusan  yang  didasarkan  pada kead i l an  t i dak l ah  

melanggar  hukum ;

d. Bukt i  i s i  rekaman  (CD- R)  tangga l  18  Jut i  

2009  dan  tangga l  19  September  2009  te l ah  

membukt i kan  pasca  Penggugat  (Pemohon  Kasas i  

d i  PHK secara  I i san  dan  tanpa  alasan  oleh  

Tergugat  I I  (Termohon  Kasas i  I I )  te rbuk t i  

te l ah  ada  dan  benar  ada  te r j ad i  tawar  

menawar  te rka i t  kompensas i  hak- hak  PHK 

te rhadap  Penggugat  (Pemohon  Kasas i )  namun 

t i dak /be l um  te rcapa i  kesepaka tan  ;

e. Kes impulan  per t imbangan  Judex  Fact i  (ha laman  

38)  yang  mengatakan  t i dak  te rbuk t i  para  

Tergugat  (khususnya  Tergugat  I I )  te lah  

melakukan  PHK kepada  Penggugat  pada  tangga l  

15  Ju l i  2009  ada lah  Kesalahan  Dalam Meni la i  
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Dan  Menerapkan  Ala t  Bukt i  Dan  Sudah 

Terban tahkan  Dengan  Bukt i  Penggugat   P- 16  

dan  P- 17.  Adalah  fak ta  hukum  sudah  

membukt i kan  bahwa Penggugat  (Pemohon  Kasas i )  

te l ah  di  PHK pada  tangga l  15  Ju l i  2009  dan  

ala t  bukt i  hukumnya  yang  membukt i kan  te lah  

di  PHK ada lah  is i  rekaman dia log  pembicaraan  

(CD- R)  tangga l  18  Ju l i  2008  dan  is i  rekaman 

dia log  pembicaraan  (CD- R)  tangga l  19  

September  2009.  (v i de  bukt i  Penggugat  P- 16 

dan P- 17)  ;

Bukt i  rekaman  d ia l og  pembicaraan  (CD- R)  tangga l  18  Ju l i  

2009  dan  tangga l  19  September  2009  membukt i kan  secara  

te rang  benderang  bahwa  para  pihak  bernegos ias i  

membicarakan  pembayaran  kompensas i  hak- hak  PHK te rhadap  

Penggugat  (Pemohon  Kasas i )  dan  bukt i  in i  te l ah  cukup  

membukt i kan  bahwa Penggugat  (Pemohon  Kasas i )  benar  te l ah  

di  PHK atau  sudah  t i dak  beker j a  lag i  dengan  para  Termohon  

Kasas i  (para  Tergugat )  (v i de  bukt i  Penggugat  P- 16)  ;

f . Bukt i  i s i  rekaman  (CD- R)  tangga l  18  Ju l i  

2009  merupakan  fak ta  hukum  bahwa  Pemohon 

Kasas i  (Penggugat )  te rbuk t i  te lah  di  PHK 

sebe lum  tangga l  18  Ju l i  2009  atau  pasnya  

defen i t i f  tangga l  15  Ju l i  2009  dan  oleh  

karenanya  kes impu lan  Judex  Fact i  ha laman  38  

ten tang  dal i l  mangk i r  t i dak  masuk  ker ja  

leb ih  dar i  5  ( l ima )  har i  se jak  tangga l  20 

Ju l i  2009  te rmasuk  rekayasa  hukum  mela lu i  

sura t - sura t  pangg i l an  yang  dike lua rkan  

sete lah  dike tahu i  Penggugat  (Pemohon  Kasas i )  

d i  PHK secara  hukum sudah  t i dak  ada  ar t i n ya  

karena  t i dak  mempunya i  leg i t imas i  hukum,  

sudah  t i dak  re lavan  lag i  untuk  d ipe r i k sa  dan  

dipe r t imbangkan  karena  ada lah  fak ta  hukum 
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Penggugat  sudah  te rbuk t i  d i  PHK atau  sudah  

t i dak  beker j a  lag i  sebe lum  tangga l  20  Ju l i  

2009  dengan  para  Termohon  Kasas i  (para  

Tergugat )  ;

g. Bukt i  i s i  rekaman  (CD- R)  tangga l  18  Ju l i  

2009  merupakan  bukt i  secara  log i ka  hukum 

Pemohon Kasas i  (Penggugat )  te lah  di  PHK atau  

sudah  t i dak  beker j a  lag i  dengan  para  

Termohon  Kasas i  (para  Tergugat )  sebe lum 

tangga l  18  Ju l i  2009  dan  o leh  karenanya  

alasan  hukum  adanya  sura t  mutas i  ker j a  

te rmasuk  SP3 te r t angga l  18  Ju l i  2009   sudah  

t i dak  ada  ar t i n ya  karena  secara  hukum t i dak  

mempunyai  leg i t imas i  hukum,  sudah  t i dak  

re lavan  lag i  untuk  dipe r i k sa  dan 

dipe r t imbangkan  karena  Penggugat  sudah  

te rbuk t i  d i  PHK sebe lum tangga l  18 Ju l i  2009  

(v i de  bukt i  Penggugat  P- 10  dan  P- 11)  (v ide  

gugatan  Penggugat  po in  19 dan 20)  ;

h. Bukt i  rekaman  d ia l og  pembicaraan  (CD- R)  

tangga l  18  Ju l i  2008  te l ah  menjad i  bukt i  

bahwa  Penggugat  benar  te l ah  di  PHK  oleh  

Tergugat  I I  (Termohon  Kasas i  I I )  atau  sudah  

t i dak  beker j a  lag i  dengan  para  Termohon  

Kasas i  (para  Tergugat )  sebe lum  tangga l  18  

Ju l i  2009  dan  Penggugat  (Pemohon  Kasas i )  

mener ima  PHK te rsebu t  karena  mengenai  hak-

hak  PHK Penggugat  di j an j i k an  akan  dibayarkan  

Tergugat  I I  (Termohon  Kasas i  I I )  dan  

seba l i k nya  fak ta - fak ta  yang  dibua t  sete lah  

Penggugat  d i  PHK merupakan  fak ta  rekayasa  

penye ludupan  hukum  atau  penya lahgunaan  

keadaan  (undue  in f l u ence )  dan  untuk  i t u  

per t imbangan  Judex  Fact i  halaman  39  t i dak  
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patu t  untuk  dipe t imbangkan  leb ih  lan ju t  dan  

di te r ima  karena  Penggugat  (Pemohon  Kasas i )  

sudah  te rbuk t i  t i dak  pernah  dan  t i dak  benar  

te l ah  mengundurkan  di r i  atau  d i  PHK karena  

te l ah  mengundurkan  di r i  (v ide  gugatan  

Penggugat  po in  21 sampai  dengan  23)  ;

i . Bukt i  rekaman  d ia l og  pembicaraan  (CD- R)  

tangga l  18  Ju l i  2009  dan  tangga l  19 

September  2009  te l ah  membukt i kan  bahwa 

Pemohon  Kasas i  (Penggugat )  berhak  untuk  

mendapatkan  hak- hak  PHK nya  berupa  ;  ( i ) .  

uang  pesangon  sesua i  keten tuan  Undang- Undang  

Ketenagaker j aan  Pasa l  156  ayat  2  c  (3  bu lan  

upah) ,  ( i i ) .  uang  penghargaan  masa  ker j a  

sesua i  keten tuan  Undang- Undang 

Ketenagaker j aan  Pasa l  156  ayat  3  a  (2  bu lan  

upah)  dan  ( i i i ) .  uang  penggant i an  hak  sesua i  

keten tuan  Undang- Undang  Ketenagaker j aan  

Pasal  156  ayat  4  c  te rmasuk  upah  yang  be lum 

dibayarkan  sampai  Anju ran  d ike lua r kan  ;

- Yur i sp rudens i ,  putusan  MA  No.  308  

K/S ip /1959  tangga l  11 November    1959 ;  

Pember ian  putusan  yang  didasarkan  pada  kead i l an  

t i dak l ah  melanggar  hukum ;

- Pasal  5  Undang- Undang  No.  11  Tahun  2008  

ten tang  In fo rmas i  dan Transaks i  Elek t r on i k  

;  

(1 ) In fo rmas i  Elek t r on i k  dan/a tau  Dokumen 

Elek t r on i k  dan/a tau  has i l  cetaknya  merupakan  

ala t  bukt i  hukum yang  sah  ;

(2 ) In fo rmas i  Elek t r on i k  dan/a tau  Dokumen 

Elek t r on i k  dan/a tau  has i l  cetaknya  

sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  merupakan  

per luasan  dar i  a la t  bukt i  yang  sah  sesua i  
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dengan  Hukum  Acara  yang  ber laku  di  

Indones ia  ;

(3 ) In fo rmas i  Elek t r on i k  dan/a tau  Dokumen 

Elek t r on i k  dinya takan  sah  apab i l a  menggunakan  

Sis tem  Elek t r on i k  sesua i  dengan  keten tuan  

yang  dia tu r  da lam Undang- Undang in i  ;

- Pasal  1 ayat  1 Undang- Undang  No.  11  Tahun  

2008  ten tang  In fo rmas i  dan  Transaks i  

Elek t r on i k  ;  

Dalam Undang- undang  in i  yang  d imaksud  dengan :

1. In fo rmas i  Elek t r on i k  ada lah  satu  atau  

sekumpulan  data  elek t r on i k ,  te rmasuk  

tap i  t i dak  te rba tas  pada  tu l i s an ,  

suara ,  gambar ,  peta ,  rancangan ,  fo to ,  

e lek t r on i k  data  in te r change  (EDI ) ,  

sura t  e lek t r on i k  (e lec t r on i c  mai l ) ,  

te l eg ram,  te l eks ,  te lecopy  atau  

se jen i snya  . . . ,  yang  memi l i k i  ar t i  atau  

dapat  d ipahami  oleh  orang  yang  mampu 

memahaminya  ;

- Pasal  1 ayat  4 Undang- Undang  No.  11  Tahun  

2008  ten tang  In fo rmas i  dan  Transaks i  

Elek t r on i k  ;  

Dokumen  Elek t r on i k  ada lah  set i ap  In fo rmas i  Elek t r on i k  

yang  dibua t ,  d i t e r uskan ,  d ik i r imkan ,  d i te r ima ,  atau  

dis impan  dalam  bentuk  ana log ,  d ig i t a l ,  e lek t r o  

magnet i k ,  opt i ka l ,  atau  se jen i snya ,  yang  dapat  d i l i h a t ,  

d i t amp i l kan ,  dan/a tau  d idengar  mela lu i  komputer  atau  

System Elek t r on i k ,  te rmasuk  te tap i  t i dak  te rba tas  pada  

tu l i s an ,  suara ,  gambar ,  peta  . . . ,  yang  memi l i k i  ar t i  

atau  dapat  d ipahami  oleh  orang  yang  mampu memahaminya  ;

- Pasal  1 ayat  5 Undang- Undang  No.  11  Tahun  

2008  ten tang  In fo rmas i  dan  Transaks i  

Elek t r on i k  ;  
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Sis tem  Elek t ron i k  adalah  serangka ian  perangka t  dan  

prosedur  elek ron i k  yang  ber fungs i  mempers iapkan ,  

mengumpulkan ,  mengolah ,  menganal i s i s ,  menyimpan,  

menampi l kan ,  mengumumkan,  mengi r imkan ,  dan/a tau  

menyebarkan  In fo rmas i  Elek t r on i k  ;

I I I . Kes impulan  per t imbangannya  Judex  Fact i  pada  

halaman  41  putusan  Judex  Fact i  te r ka i t  

dengan  per t imbangannya  yang  menyatakan  t i dak  

adanya  hak- hak  Penggugat  yang  dapat  

d ibe r i k an  ak iba t  d id i s kua l i f i k a s i  ada lah  

per t imbangan  yang  sa lah  atau  ke l i r u .  Quad 

non,  apab i l a  misa lnya  Penggugat  benar  

mengundurkan  di r i ,  maka :

Bahwa untuk  kebenaran  hukum te rka i t  dengan  Undang- Undang  

Ketenagaker j aan  Pasa l  168  ayat  3,  keten tuan  hukum 168  

ayat  3  sudah  je l as  menyatakan  hak  peker j a  adalah  berhak  

mener ima  sesua i  keten tuan  Undang- Undang  Ketenagaker j aan  

Pasal  156  ayat  4  apab i l a  te rka i t  dengan  Undang- Undang  

Ketenagaker j aan  Pasa l  168 ayat  4 ;

Bahwa  menuru t  Undang- Undang  Ketenagaker j aan  Pasa l  156  

ayat  4 (c )  yang  berhak  mener ima  ada lah  peker j a  yang  sudah  

memenuhi  syara t  mendapatkan  dasar  perh i t ungan  haknya  

berdasarkan  hi tungan  pesangon  dan/a tau  penghargaan  masa 

ker j a  (d i i l i h a t  dar i  masa  ker ja  dan  bukan  dar i  

pe langgarannya)  atau  kata  la i nnya  peker j a  yang  berhak  

mendapat  keten tuan  hukum Pasal  168  ayat  3 adalah  peker j a  

yang  haknya  hi l ang  untuk  mendapatkan  pesangon  dan/a tau  

penghargaan  masa ker j a  akan  te tap i  te tap  memenuhi  syara t  

mendapatkan  haknya  sebesar  15%.  Dasar  perh i t ungan  15% nya  

diambi l  dar i  perh i t ungan  pesangon  dan/a tau  penghargaan  

masa  ker j a  yang  t i dak  dapat  d i te r imanya  al i as  te l ah  

hi l ang  ;

IV . Amar  putusan  Judex  Fact i  pada  poin  1  t i dak  

je l as  dan  mengambang,  kami  kut i b  sebaga i  
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ber i ku t  ;  

“ Menyatakan  Penggugat  dikua l i f i k a s i k an  mengundurkan  d i r i  

dar i  perusahaan  te rh i t ung  se jak  tangga l  8 Agustus  2009”  ;

Amar  putusan  Judex  Fact i  te r sebu t  d i  atas  membingungkan,  

t i dak  je l as  dan  te l ah  mengak iba t kan  tumpang  t i nd i hnya  

hukum dan  membuat  menjad i  t i dak  adanya  kepas t i an  hukum,  

adapun  alasan  kebera tan  Pemohon Kasas i  karena  Judex  Fact i  

t i dak  menyebutkan  dengan  tegas  did i skua l i f i k a s i  dar i  

perusahaan  yang  mana  yang  dimaksud  o leh  Judex  Fact i  

(Termohon  Kasas i  I  kah  atau  Termohon  Kasas i  I I  kah) ,  dan  

hal  in i  sudah  past i  ber ten tangan  dengan  keten tuan  hukum 

ya i t u  Pasa l  102 ayat  1 d Undang- Undang PPHI  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  alasan- alasan  te rsebu t  

Mahkamah Agung berpendapa t  :

Bahwa  alasan  kasas i  t i dak  dapat  d ibenarkan ,  karena  

menel i t i  dengan saksama memor i  kasas i  tangga l  28 Oktober  2010  

dan kont ra  memor i  tangga l  25 November  2010 d ihubungkan  dengan  

per t imbangan  hukum  Judex  Fact i  da lam  perkara  in i ,  te rnya ta  

Judex  Fact i  t i dak  sa lah  dan  t i dak  ke l i r u  da lam  menerapkan  

hukum dan te lah  member i  per t imbangan  yang cukup  dan benar  ;

Bahwa menel i t i  per t imbangan  hukum Judex  Fact i ,  te rnya ta  

Penggugat  dengan  bukt i  yang  dia j ukan  P- 1  sampai  dengan  P- 17 

t i dak  berhas i l  membukt i kan  dal i l  gugatannya ,  dan  karena  

te rnya ta  juga  pet i t um  gugatan  t i dak  ada  permohonan  untuk  

menyatakan  Penggugat  d ikua l i f i k a s i k an  mengundurkan  di r i  dar i  

perusahaan,  maka amar  putusan  Judex  Fact i  harus  dipe rba i k i ,  

dengan menyatakan  gugatan  Penggugat  di to l ak  oleh  se lu ruhnya  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan- per t imbangan  

te rsebu t  d i  atas ,  lag i  pu la  dar i  sebab  te rnya ta  bahwa putusan  

Judex  Fact i  da lam perkara  in i  t i dak  ber ten tangan  dengan hukum 

dan/a tau  Undang- Undang,  maka permohonan  kasas i  yang  dia j ukan  

oleh  Pemohon Kasas i  :  RUDIJANTO te rsebu t  harus  d i t o l a k  dengan  

perba i kan  amar  putusan  No.  183/PHI .G /2010 /PN.JKT.PST. ,  

tangga l  30  September  2010  seh ingga  amarnya  seper t i  akan  
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disebu tkan  dibawah in i  ;  

Menimbang,  bahwa  meskipun  permohonan  kasas i  d i to l a k ,  

namun  karena  n i l a i  gugatan  in i  d ibawah  Rp  150.000 .000 ,00  

(se ra tus  l ima  pu luh  ju t a  Rupiah) ,  maka sesua i  dengan Pasa l  58  

Undang- Undang  No.  2  Tahun  2004  biaya  perkara  dalam  t i ngka t  

kasas i  in i  d ibebankan  kepada  Negara  ;

Memperhat i kan  pasa l - pasa l  dar i  Undang- Undang  No.  48  

Tahun  2009  dan  Undang- Undang  No.  14  Tahun  1985  sebaga imana  

te l ah  diubah  dengan  Undang- Undang  No.  5  Tahun  2004  jo .  

Undang- Undang  No.  3  Tahun  2009,  Undang- Undang  No.  2  Tahun  

2004,  ser ta  pera tu ran  perundang- undangan  la i n  yang  

bersangku tan  ;

M E N G A D I  L I    :

Menolak  permohonan  kasas i  dar i  Pemohon 

Kasas i /Pengguga t  :  RUDIJANTO te rsebu t  ;

Memperba ik i  amar  putusan  Pengadi l an  Hubungan  Indus t r i a l  

pada  Pengad i l an  Neger i  Jakar ta  Pusat  No.  

183/PHI .G /2010 /PN.JKT.PST. ,  tangga l  30  September  2010,  

seh ingga  amar  se lengkapnya  sebaga i  ber i ku t  :  

Dalam Ekseps i  :

- Menolak  Ekseps i  Tergugat  I ,  Tergugat  I I  

untuk  se lu ruhnya  ;

Dalam Pokok  Perkara  :

- Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;

Membebankan  biaya  perkara  dalam  t i ngka t  kasas i  in i  

kepada  Negara  ;  

Demik ian lah  dipu tuskan  dalam  rapa t  permusyawara tan  

Mahkamah      Agung pada har i  Rabu,  tanggal  4 Mei  2011 ,  o leh  

Djafn i  Djamal ,  SH. ,  MH.,  Hakim Agung yang  di tun j uk  oleh  Ketua  

Mahkamah Agung  sebaga i  Ketua  Maje l i s ,  Bernard,  SH.  MM.,  dan 

Arsyad,  SH.  MH.,  Hakim- Hakim  Ad.Hoc.PHI  pada  Mahkamah Agung 

sebaga i  Anggota  dan d iucapkan  dalam s idang  te rbuka  untuk  umum 

pada   har i  i t u  juga  oleh  Ketua  Maje l i s  te rsebu t  dengan  
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dihad i r i  o leh  Hakim-

Hakim   Anggota   te rsebu t   dan   Reza   Fauzi ,  SH.  CN. ,  

Pani te ra  Penggant i  dengan 

t i dak  d ihad i r i  o leh  para  pihak  ;  

Hakim- Hakim  Anggota ,  

K e t  u a,  

t t d . /          t t d . /

Bernard ,  SH.  MM.      Dja fn i  Djamal ,  

SH. ,  MH.

t t d . /

Arsyad ,  SH.  MH.

Pani te ra  Penggant i ,

t t d . /

Reza  Fauz i ,  SH.  CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n .  PANITERA
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PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

( RAHMI MULYATI ,  SH. ,  MH)

Nip .  040049629
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